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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
Nomor : 800/ 113 / DINSOS / 2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng yang optimal, diperlukan Standar
Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas - tugas
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat
| Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman
penyusunan standar operasional prosedur administrasi
perkantoran;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2019 Nomor 10);

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019
Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di

Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas:

B
=

Melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
Fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP);

Melaporkan Pelaksana tugas Tim kepada Kepala Dinas;
Mengkoordinasikan dengan Bidang terkait penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP);

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;



KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 7 September 2020

,"“"—‘""\,\
a\a Dinas: )sial Kabupaten Buleleng, £

Tembusan disampaikan kepada Yth.

.

Bupati Buleleng

2. Wakil Bupati Buleleng
- §
4. Arsip.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

800/ 113/ DINSOS / 2020

7 SEPTEMBER 2020

TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 :

1. Penanggung Jawab :
2. Ketua
3. Sekretaris

4. Anggota

Kepala Dinas Seosial Kabupaten Buleleng
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
b. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
C. Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir
Miskin
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan,
Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat
b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan
Sosial
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial
a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
b. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
C. Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi
Kesejahteraan Sosial

4. Kepala UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan

a. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen Dan Tugu
Perjuangan

Smgaraja 7 September 2020
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PERBUP Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
12 Tata Kerja Badan Daerah
KETERKAITAN SOP
SOP Surat Masuk
SOP Surat Keluar
SOP. Pembuatan SKP
SOP. Pembuatan Cuti Pegawai
SOP. Pembulatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
SOP. Penyusulan Kenaikan Pangkat
SOP. Pengajuan Usulan Pensiun
SOP. Pembuatan Rekapitulasi usulan Pensiun
SOP. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )
SOP. Pembuatan Surat Perintah Membayar ( SPM )
SOP. Pembuatan Rekapan Gaji
SOP. Pembuatan Neraca
'1_3_sop. Pernyusunan Laporan Keuangan
@M’rﬂ
1 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenjang PNS berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja
2 Dibuat time sheduk proses Penyusunan Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja

VCONOU S W

GKAPAN
1. Komputer, Printer

Nomor SOP SOP-KU-01
| Tanggal Pembuatan |7 SEPTEMBER 2020
’Ml Revisi 31 AGUSTUS 2020
| Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020
//\\ Disahkan Oleh ARI
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP ARation "“’“"‘m"‘““"‘“““" oy
DASAR HUKUM ' - PELAKSANA
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Sarjana, Pemerintahan / Sosial / Hukum / Administrasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2. Sarjana, Pemerintahan / Sosial / Hukum / Administrasi
Permendagri No. 12 tahun 2008 Tentang Pedomon Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam . ;
3. Negeri 3. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer dan Internet
Permenpan dan RB No : 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan jumlah kebutuhan Pegawai berdasarkan beban s o .
4 kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS 4. Memiliki Tingkat Ketelitian yang baik
S Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan 5. Memiliki Kemampuan bekerja tepat waktu
6 Permenpan dan RB No. 34 tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan 6  Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim
Permendagri No. 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
7 Pemerintah Daerah
Keprmenpan RB No. Kep / 75 / Mpan / 7 / 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
8 berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
9 PERKA BKN Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
10 PERKA BKN Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS
PERDA Kab. Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11 Kabupaten Buleleng

2. ATK

3. Peraturan Perundang — undangan terkait
4 Jaringan Internet

5 Lembaran kerja, rencana kerja

1. Disimpan dalam bentuk file , Softcopy dan hardcopy

2. Pada Proses Penyusunan Analisis Jabatan dan ABK Perangkat Dinas
Sosial Kab. Buleleng , Data agar dapat diterima dan dihimpun tepat
waktu oleh Badan Organisasi dan SKPD terkait di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng




SOP REVIEW INDIKATOR KINERJA ORGANISASI DAN INDIVIDU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET

No. Aktivitas Kasubag Umum Pengelola

Kadis Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
dan Keuangan Kepegawaian
Memerintahkan Sekretaris untuk
Jmenyiapkan Dokumen Data Pegawai di -

1. IDinas Sosial dalam rangka Penyusunan |Peraturan perundang- undangan 30 Menit  |Perintah Pelaksana
ANJAB ABK
Memerintahkan Kasubag Umum dan

2. |Keuangan untuk membuat Dokumen Peraturan perundang- undangan 30 Menit |Perintah Pelaksana
Data Pegawai dalam Penyusunan I

Perintah Pelaksana
|Peraturan perundang- undangan
Membuat Dokumen Penyusunan
ANJAB ABK Pegawai di Dinas Sosial

3. lserta memerintahkan Pengelola HPeﬂntah Pelaksana 960 Menit |Penyusunan Dolumen

Kepegawaian untuk mengetik dan

Peraturan perundang- undangan Perintah Pelaksana
Mengetik Dolumen Penyusunan
ANJAB ABK serta menjilidnya

4. hbcrdasarkan urutan Jabatan — Jabatan Dokumen Penyusunan 1.440 Menit Jdokumen Penyusunan

yang ada di Lingkup Dinas Sosial
ya
Tidak Peraturan perundang- undangan Peraturan perundang- undangan
Memeriksa dan mendisposisikan
5. |Dokumen Penyusunan ANJAB ABK > Perintah Pelaksana, Dokumen 120 Menit |Perintah Pelaksana, Dokumen
kepada Sekretaris untuk diparaf
ya didisposisikan dan di Paraf Sudah di didisposisikan dan di Paraf
dak |Perintah Pelaksana |Perintah Pelaksana
Memerintahkan Kasubag Umum dan [
Keuangan untuk mengirim ke Kepala .

6. 3 3 A | i M Dok h diparaf
Dinas untuk di Tanda Tangani Dokumen sudah diparaf 480 Menit |Dokumen sudah dipara
Menandatangani Dokumen Penyusunan
ANJAB ABK dan memerintahkan

7. |Kasubag Umum dan Keuangan untuk Dokumen sudah ditanda tangani 240 Menit |Dokumen sudah ditanda tangani
segera dikirim ke Bagian Organisasi
Memerintahkan Pengelola kepegawaian
untuk mengirimkan Dokumen >- ’

8. Perintah Pelaksana 60 Menit |Perintah Pelaksana

Penyusunan ANJAB ABK kepada
Badan Organisasi




Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-13

Tanggal Pembuatan |7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020 _J
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Disahkan Oleh SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berk
|DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 3
1. PP 15 tahun 2012 ( Pembayaran Penghasilan PNS ) 1. Memiliki kemampuan Pengelolaan Data
2. Keputusan Presiden Nomor No. 11 Tahun 2002 ( Peraturan Gaji PNS ) 2. Menguasai Teknik Komputer Sederhana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di lingkungan Pemda Buleleng
4. Peraturan Bupati Buleleng No. 60 Tahun 2012 Tentang Gaji Berkala Pegawai
S. Peraturan Daerah kabupaten No. 108 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN k.
1. Seperangkat Komputer + Print
2. Buku jaga kenaikan berkala
3. PP 15 Tahun 2012
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

gajinya

1. Apabila laporan usulan kenaikan gaji berkala tidak proses maka pegawai bersangkutan terlambat kenaikan

1. Dokumen disimpan secara Data Elektronik dan manual sebagai
Dokumen Negara




SOP USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Keuangan Daerah

berkala

dan diarsipkan

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
No. ivita:
- K. Kepala Dinas Sekretaris IS i Bendahara Gaji Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
1. |Kepala Dinas Menugaskan Sekretaris untuk membuat surat - instraksi 6 menit Surat'yang;udah
usulan Kenaikan Gaji berkala s
- Surat yang sudah
2. |Sckretaris menugaskan Kasubag umum untuk menyusun Disposisi 6 menit i
draf surat kenaikan gaji berkala
3. Kasqbag mgpugaskan S S SEiiuat Dokt senst — Disposisi 6 menit Disposisi Sekdis
kenaikan gaji berkala
Bendahara membuat draf surat kenaikan gaji berkala ‘
; . Konsep laporan
4 [|meminta paraf dan tanda tangan sckretaris dan kepala evakssi Disiplin 7 et o
" |dinas, Kadis dan Sekretaris memaraf dan Pegawal
menandatanganinya
5, Bendahara mengirm surat kenaikan gaji berkala ke Bagian surat kenaikan gaji s:rear;:;n::::tr:‘jguaiji




Pemerintah Kabupaten Buleleng

Nomor SOP SOP-KU-12

'l‘a.ng'a.l Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020 .
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan Oleh SEKRETARI

Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pengajuan Belanja TU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara RI 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Memahami kegiatan administrasi keuangan
3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Th. 2006 3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPKD
Tahun 2006 5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.02/2014 kerja terkait
6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-AP 6. Memiliki sikap teliti
7. Peraturan Bupati Buleleng No. 82 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Buleleng No. 35 Tahun 2017
KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN o
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer
2. ATK
3. Printer
4., LPJTU
5. SPJ
6. SPD

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila pengajuanbelanja TU tidak dijalankan maka akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan

15

2.
3.
4

LPJ
BKU
LRA
LO




/

SOP: PENGAJUAN BELANJA TU

PELAKSANA MUTU BAKU
KEG KASUBBAG
§o EATAN SEKRETARIS | UMUM DAN STAF K:i; Asﬂ KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN

Memberikan petunjuk kepada Kasubbag Umum -

1 dan Keuangan untuk membuat pengajuan belanja Re““.m pengajuan 5 menit Nota Petunjuk
TU belanja TU
Menugaskan Staf untuk menyiapkan bahan dan A . ]

2 entry data ke dalam SIPKD Nota Petunjuk 10 menit  |Nota Petunjuk

Bahan/berkas dan

Mengumpulkan bahan/berkas dan melakukan melakukan entry data

3 entry data kedalam aplikasi SIPKD untuk Nota Petunjuk 120 menit  |kedalam aplikasi SIPKD
mengajukan SPP dan SPM TU untuk mengajukan SPP

dan SPM TU

Memeriksa kelengkapan bahan /berkas pengajuan
TU serta memeriksa print out SPP dan SPM TU SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data

4 [Yang telah diinput ke dalam aplikasi SIPKD, JJika dan berkas kelengkapan | 30 menit |dan berkas kelengkapan
setuju diparaf dan disampaikan ke Sekretaris, Jika Sy P e
tidak setuju dikembalikan ke Staf untuk pengay pengaju
dilengkapi/diperbaiki
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan tidak
TU serta memeriksa print out SPP dan SPM TU. SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data

5 |Jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kepala tidak dan berkas kelengkapan 15 menit |dan berkas kelengkapan
Dinas, Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag ya pengajuan TU pengajuan TU
untuk dilengkapi/diperbaiki
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan
TU serta memeriksa print out SPP dan SPM TU. SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data

6  |Jika setuju ditanda tangani dan jika tidak setuju dan berkas kelengkapan 15 menit |dan berkas kelengkapan
dikembalikan ke Sekretaris untuk ya pengajuan TU pengajuan TU
dilengkapi/diperbaiki

K SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
7 ::::::‘g i xt-)o‘:igs “5 ag'uanl’ll‘!:_lnitrsebu ¢ dan berkas kelengkapan 5 menit dan berkas kelengkapan
Juti p pengaj pengajuan TU pengajuan TU

Menugaskan Staf untuk mengirimkan dokumen SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data

8 pengajuan TU tersebut ke BKD Kab. Buleleng dan berkas kelengkapan 5 menit dan berkas kelengkapan
untuk proses penerbitan SP2D pengajuan TU pengajuan TU

SPP, SPM serta Data

Mengirimkan dokumen pengajuan TU tersebut ke . .

2 BKD Kab. Buleleng untuk proses penerbitan SP2D o bt.:rkas kelengkapan [ 120 menit |SP2D

pengajuan TU




Nomor SOP SOP-KU-11 3
Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 !
Disahkan Oleh SEKRETARIS
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sc
NIP. 19730222 199203 1 00
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pengajuan Belanja LS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA o
1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara RI 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Memahami kegiatan administrasi keuangan
3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Th. 2006 3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPKD
Tahun 2006 5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejaba

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 136 /PMK.02/2014 kerja terkait
6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-AP 6. Memiliki sikap teliti
7. Peraturan Bupati Buleleng No. 82 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Buleleng No. 35 Tahun 2017 |
KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 4
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer
2. ATK
3. Printer
4. SPJLS
5. SPD

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pengajuan belanja LS tidak dijalankan maka akan meghambat proses pembayaran belanja
langsung sehingga penunjang kegiatan SKPD tidak bisa berjalan

1. Rekapitulasi Pihak Ketiga (Rekanan)
2. Regiter SPP, SPM dan SP2D LS




SOP: PENGAJUAN BELANJA LS

PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG
NO KEG
A SEKRETARIS | UMUM DAN STAF gy KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN
1 Memberikan petunjuk kepada Kaéubag Umu'm dan L Bahan./ berkas 5 menit Nota Petunjuk
Keuangan untuk membuat pengajuan belanja LS pengajuan LS
]
Menugaskan Staf untuk menyiapkan bahan dan s 3 G
2 melakukan entry data ke dalam aplikasi SIPKD Nota Petunjuk 10 menit  |Nota Petunjuk
| E—
Mengumpulkan bahan/berkas, melakukan entry i SPP, SPM serta Data
3 data kedalam aplikasi SIPKD dan melakukan print Nota Petunjuk 90 menit |dan berkas kelengkapan
out SPP dan SPM belanja LS serta kelengkapannya s pengajuan LS
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan
18 Mt maponsikys plint at SEP dao SPIE 10 seng b SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
4 telah diinput ke dalam aplikasi SIPKD. Jika setuju dan berkas kelengkapan 30 menit |dan berkas kelengkapan
diparaf dan disampaikan ke Sekretaris, Jika tidak va eneuiian 18 P S P
setuju dikembalikan ke Staf untuk pengsy pengs
dilengkapi/diperbaiki
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan
LS serta memeriksa print out SPP dan SPM LS. Jika | |tdak SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
5 setuju diparaf dan disampaikan ke Kepala Dinas, tidak dan berkas kelengkapan 15 menit  |dan berkas kelengkapan
Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk ya pengajuan LS pengajuan LS
dilengkapi/diperbaiki
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan '
LS serta memeriksa print out SPP dan SPM LS . SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
6  |Jika setuju ditanda tangani dan jika tidak setuju dan berkas kelengkapan 15 menit  |dan berkas kelengkapan
dikembalikan ke Sekretaris untuk o pengajuan LS pengajuan LS
dilengkapi/diperbaiki
: SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
4 Mel.mgaskan Kasuba.g REGngan aatuk mmiindal dan berkas kelengkapan 5 menit dan berkas kelengkapan
lanjuti proses pengajuan LS tersebut : X
pengajuan LS pengajuan LS
]
Menugaskan Staf untuk mengirimkan dokumen
8 pengajuan LS tersebut ke BKD Kab. Buleleng untuk Nota Petunjuk 5 menit Nota Tugas
roses penerbitan SP2D
3 SPP, SPM serta Data
9 Mengirimkan dokumen pengajuan LS tersebut ke dan berkas kelengkapan 120 menit |Tanda Terima

BKD Kab. Buleleng untuk proses penerbitan SP2D

pengajuan LS, Tanda
Terima, dan Nota Tugas




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-10

Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020 o
Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020 2
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh

SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pengajuan Belanja GU 3
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA ]
1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara RI 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Memahami kegiatan administrasi keuangan
3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Th. 2006 3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPKD
Tahun 2006 5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 136 /PMK.02/2014 kerja terkait
6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-AP 6. Memiliki sikap teliti
7. Peraturan Bupati Buleleng No. 82 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Buleleng No. 35 Tahun 2017 L
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN |
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer
2. ATK
3. LPJUP
4. SPJ
5. SPD

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pengajuan belanja GU tidak dijalankan maka akan meghambat proses pembayaran belanja GU
sehingga penunjang kegiatan SKPD tidak bisa berjalan

1. LPJ
2. BKU
3. LRA
4. LO




SOP: PENGAJUAN BELANJA GU

PELAKSANA MUTU BAKU
KEG KASUBBAG
"o SSLAN SEKRETARIS | UMUM DAN STAF K,;;AALSA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN
1 Memberikan petunjuk kepada Ka;subag Um}:m dan Bahan./ berkas B snesiit Nota Petunjuk
Keuangan untuk membuat pengajuan belanja GU pengajuan GU
Menugaskan Staf untuk menyiapkan bahan dan ; : .
2 entry data ke dalam SIPKD Nota Petunjuk 10 menit Nota Petunjuk
Bahan/berkas dan
Mengumpulkan bahan/berkas dan melakukan melakukan entry data
3 entry data kedalam aplikasi SIPKD untuk == Nota Petunjuk 120 menit (kedalam aplikasi SIPKD
mengajukan SPP dan SPM GU - untuk mengajukan SPP
dan SPM GU
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan
Sut Aoty memeniitng print cut 8PP da BEM GU - SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
yang telah diinput ke dalam aplikasi SIPKD. Jika .
4 AR : . e, dan berkas kelengkapan 30 menit  |dan berkas kelengkapan
setuju diparaf dan disampaikan ke Sekretaris, Jika ya S—— ngaiuan GU
tidak setuju dikembalikan ke Staf untuk pengaj Ee
dilengkapi/diperbaiki
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan
GU serta memeriksa print out SPP dan SPM GU. Sk SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
5 |Jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kepala tidak dan berkas kelengkapan 15 menit  [dan berkas kelengkapan
Dinas, Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag ya pengajuan GU pengajuan GU
untuk dilengkapi/diperbaiki
Memeriksa kelengkapan bahan/berkas pengajuan
GU serta memeriksa print out SPP dan SPM GU. SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
6 Jika setuju ditanda tangani dan jika tidak setuju dan berkas kelengkapan 15 menit  |dan berkas kelengkapan
dikembalikan ke Sekretaris untuk pengajuan GU pengajuan GU
dilengkapi/diperbaiki
SPP, SPM serta Data SPP, SPM serta Data
7 :::::‘g:: : Tn K:: ubzgel;lmum qa“mKé‘:’angante t:u:tuk dan berkas kelengkapan 5 menit dan berkas kelengkapan
anjus pr pengaju i pengajuan GU pengajuan GU
Menugaskan Staf untuk mengirimkan dokumen
8 pengajuan GU tersebut ke BKD Kab. Buleleng Nota Petunjuk S menit Surat Tugas
untuk proses penerbitan SP2D
SPP, SPM serta Data
o Mengirimkan dokumen pengajuan GU tersebut ke dan berkas kelengkapan 120 menit |Tanda Terima

BKD Kab. Buleleng untuk proses penerbitan SP2D

pengajuan GU, Surat
Tugas dan tanda Terima




Nomor SOP SOP-KU-09

M Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan Oleh SEKRETARIS

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pembuatan Laporan Keuangan
SAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah 1. Mahir mengoperasikan komputer
- Peraturan Bupati No. 70 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun | 2. Memahami aturan pengelolaan keuangan
anggaran 2014 : 3. Memahami tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian Keuangan
4. Memahami struktur organisasi dan tata kerja dinas sosial serta

mengerti kegiatan administrasi keuangan

S TERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN

" SOP Pembuatan Rencana dan realisasi keuangan di masing — masing program Surat Pertanggung Jawaban belanja masing — masing program
. SOP pengiriman laporan realisasi keuangan di pemerintah daerah. Komputer, laptop ,printer dan aplikasi program komputer
Lemari arsip

Alat Tulis Kantor

PON =

RINGATAN . PENCATATAN DAN PENDATAAN
| Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan keuangan mengalami keterlambatan

pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) akan berpengaruh terhadap keterlambatan realisasi keuangan| 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
setiao bulan.




SOP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
No. Aktivitas Petugas Kasubag Umum Kepala Dinas
P is B
Selporan PK Dan Keuangan sekretar KD Kelengkapan Waktu Output
. B Data SPJ yang 5 menit Data SPJ yang
1. |Menerima Pelaporan data realisasi Pengeluaran ’ it e sudah direalisasi
Memerintahkan bagian pelaporan membuat jurnal , menvalidasi, mencatat
. setiap transaksi yang teralisasi Data SPJ yang A Data SPJ yang
1 l sudah direalisasi = sudah direalisasi
Meyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa kemudian diparaf dan
3, dilandaumgani Tidak Laporan 15 mnasiie Laporan
Keuangan Keuangan
; . Ya Lapor: : Lapor
4. |Sckretaris memaraf dan menandatangani laporan keuangan 57 5 menit iy
Keuangan Keuangan
: A I . L
5. |Kadis memaraf dan menandatangani laporan keuangan Lapocan 5 menit s
Keuangan Keuangan
Menerima laporan keuangan dan mengirim laporan keuangan ke Laporan : Laporan
6. ) 7 . 15 menit
bagian Akutansi dan Pelaporan di BKD Keuangan Keuangan
Menerima laporan keuangan dan mengirim laporan keuangan ke Laporan ) Laporan
7. 3 X ? 5 15 menit ;
bagian Akutansi dan Pelaporan di BKD Keuangan Keuangan




\/

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-08

M&l Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020 -
Tan“ul Revisi 31 AGUSTUS 2020 s
Ta.n“nl Efektif 7 SEPTEMBER 2020 =
Disahkan Oleh SEKRETA

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP Pengelolaan Surat Keluar

DASAR HUKUM

-

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomoir : 11 tahun 2013 Perubahaan ke || atas

2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2008, Keputusan Bupati Buleleng No 70 Tahun 2014
" perubahaan ke- || atas Peraturan Bupati Buleleng No 58 Tahun 2008

1. Memahami aturan tentang tata cara penanganan surat keluar dan tat
cara pengarsipan.

KETERKAITAN SOP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP. SURAT MASUK

1. Dokumen surat keluar, buku ekspedisi surat keluar dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Surat keluar yang ditangani tidak sesuai sehingga mempengaruhi kinerja SKPD.

1. Buku Ekspedisi Surat Keluar




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KE?]
No. Aktivitas Ka Ui
Staf Administrasi SU:’;L:;::' - Sekretaris Dinas Kegels Dines Kelengkapan Waktu Output
SOP
Membuat Konsep surat dan disampaikan ,
1 kepada staf untuk diketik Konsep surat 10 menit Konsep surat Surat
keluar
2. |Staf mengetik konsep surat Surat 10 menit surat
Mohon koreksi k uk diparaf Tidak
3, ohon koreksi konsep surat untuk diparaf Surat 5 menit -
dan ditanda tangan
Ya
a Mohqn koreksi konsep surat untuk diparaf Surit St surat
dan ditanda tangan
5. P, S surat sesuai dengan alamat yang Surat 10 menit Surat sudah dikirim
dituju
6. mcr{garsnpknn surat dengan kode dan Arsip 5 Menit surat diarsipkan
klarifikasi surat




Nomor SOP SOP-KU-07 [
Tanggl Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020 i
Ta.n“al Revisi 31 AGUSTUS 2020
[ Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan Oleh SEKRET. S
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pengelolaan Surat Masuk
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menpan Nomor : 63 tahun 2003, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2009 ( Tentang Naskah di Lingkup Pemkab Kabupaten Buleleng.

Peraturan daerah No. 6 Tahun2011 ( Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten
Buleleng

4. Kepmendagri No. 30 Tahun 1979 ( Tentang tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri

1. Memiliki kemampuan Pengelolaan data Surat Masuk

2. Mengarsipkan Surat Masuk

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN .-
1. SOP. SURAT MASUK 1. Map Forder
2. Buku Agendaris
3. BoxFile
4, Filing Cabinet

-

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan kantor menjadi terhambat/penumpukan Surat kegiatan kantor
bersifat segera/biasa

1. Dokumen disimpan secara Data Elektronik dan manual sebagai
Dokumen Negara




SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
s N Staf Administrasi O Kelengkapan Waktu Output
Dan Keuangan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas
SOpP
Menerima surat masuk dan mengagenda, melaporkan surat
1. |masuk kepada Kasubag Umum dan Keuangan .— Surat 6 Menit Surat yang sudah diagenda Surat
masuk
Melaporkan surat masuk kepada sekretaris — 6 menit
2. Surat yang diagenda Surat yang sudah diagenda
Melaporkan surat masuk kepada Kepala
3. Disposisi 6 menit Disposisi Sekdis
Mendisposisi surat masuk yang diterima dan mendistribusikan
selanjutnya disampaikan kepada masing - masing unit pengolah
melalui petugas pencatatan surat masuk vang dilengkapi dengan
4 kartu kerl::ul‘is& " s gkap ¢ Disposisi Sekdis 7 menit Disposisi Kadis
Jika Surat biasa menggunakan lembar surat biasa dan langsung
5. [didistribusikan ke unit pengolah Klasipikasi surat 7 Menit surat yang diklasipikasi
Kasubag Umum mengarsipkan Lembar kartu Kendali dan surat
6. biasa yang berwama putih Arsip 5 Menit Surat sudah diarsipkan




Pemerintah Kabupaten Buleleng

Nomor SOP SOP-KU-06

Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 "
Disahkan Oleh SEKRET

Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pengajuan Pengusulan Pensiun __J
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS

Keputusan Badan kepegawaian Negara No. 13 Tahun2003 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No. 9
2. Tahun 2003
3. UU no 5 tshun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. PP No. 21 tahun 2014 Tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional

1. Memahami Peraturan Perundang —undangan yang terkait dengang
sistem dan prosedur Pemerintahan

2. Memahami Tugas Poko dan Fungsi Sub. Umum

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN j
1. SOP Rekomendasi 1. Komputer dan kelengkapannya
2. SOP Pengusulan dan kenaikan pangkat PNS 2. Hasil kajian
3. SOP Pengajuan usulan Pensiun 3. Panduan penyusunan kebijakandi lingkungan Dinas Sosial
4. SOP Pembuatan SKP

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

1. Agenda




SOP PEMBUATAN REKAPITULASI USULAN PENSIUN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
Aktivitas Kasubag Umum Dan Staf Kasubag umum
Kele
Kepala Dinas Sekretaris Senaaiie Den Keumtgen elengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubag Umum untuk membuat rekapan
usulan pensiun dari dinas sosial Disposisi 5 Menit Disposisi
Menugaskan staf untuk menginput dan menyerahkan hasil
rekapan usulan pensiun kepada Kasubag umum Disposisi 5 meit Disposisi
Menginput us iun dan melaporkan hasil rekapitulasi
ginput usulan pensiun d poi asil rekap TR — ‘ Print out
kepada Kasubag Umum 2 hari rangkuman usulan
perangkat komputer .
Tidak Ya pensiun
Memeriksa rekapan pensiun untuk diparaf dan , Rekapitulasi yang
menyerahkannya kepada sekretaris dinas sosial Print out rangkuman | o . sadeh dittd
usulan pensiun -
Ti Ya g
. - Rekapitulasi yang
g : . ! : Rekapitulasi yan,
Memeriksa hasil rekapitulasi usulan pensiun pY yang 15 menit sudah dikoreksi
sudah dittd kasubag
sekretaris
Rekapitulasi yang
. ; 4 : - Rekapitulasi dah
Memeriksa hasil rekapitulasi usulan pensiun ‘ SORIRE VAR A0S 5 menit sudah dittd

dikoreksi sekretaris

sekretaris




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-05 ]
Tangal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020 3
Tan“nl Revisi 31 AGUSTUS 2020

Tanml Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP Pembuatan Rekapitulasi Usulan Pensiux

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

—_—

PP No. 21 tahun 2014 Tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional

Keputusan Presiden No. 11 tahun 2002 tentang peraturan gaji PNS

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2009 tentang naskah dinas di lingkungan pemda kabupaten
Buleleng

Peraturan Bupati Buleleng No. 60 tahun 2012 tentang gaji berkala pegawai

B N

Memahami struktur organisasi dan tata kerja dinsos
Memahami tugas pokok dan fungsi Sub. Umum

Mengerti kegiatan administrasi kepegawaian dan hukum Dinsos

o =

Bisa mengoperasikan komputer

KETERKAITAN SOP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pembuatan Rencana kebutuhan anggaran pegawai
2. SOP Pembuatan usulan Pensiun
3. SOP Pengiriman berkas usulan pensiun ke BKD

1. Berkas usulan Pensiun
2. Komputer, Laptop, dan Printer
3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keterlambatan perekapan Usulan pensiun akan mengakibatkan keterlamabatan pengiriman berkas usulan
pensiun ke BKPSDM

1. Dokumen disimpan secara data elektronik dan manual sebagai
dokumen negara




SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
No. Aktivita Kasubag Umum Da
. Kepala Dinas Sekretaris asubag Umum Dan PNS yang naik pangkat Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Kasubag Umum dan Keuangan
mendata PNS yang memenuhi .7 Disposisi 5 Menit Disposisi
L syarat Pengajuan Usulan Pensiun MIFESS —_
dan menginformasikan
Memberi kelengkapan persyaratan Konsep
5. |Pengajuan usulan Pensiun - kel?isnpoksisiadan 5 meit Pengajuan
CAPRRIYS Usulan Pensiun
Memerintahkan kepada PNS yang konsep
3. |Pensiun umtuk melengkapinya k°'fsep suratl 60 menit Pengajuan
Pengajuan Pensiun -
Usulan Pensiun
Mohon menglegalisir Pegajuan
lan Pensi ‘ konsep
usulan Pensiun konsep Pengajuan : :
4. » 4 5 menit Pengajuan
Usulan Pensiun ,
Usulan Pensiun
Mengirim Pegajuan usulan Pensiun ) .
5. |dan pengarsipan. - surat Penga]yan 5 menit Dlsetujul'dan
usulan pensiun pengarsipan




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-04

Tan“al Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020

Ml Efektif 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan Oleh SE 'ARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pembuatan Cuti Pegawai
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. BKN Nomor 23/SE/1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS 1. Memiliki kemampuan Pengelolaan Data
2. Pasal 8 UU Tahun 1974 ( PNS memperoleh Cuti ) 2. Menguasai Teknik Komputer Sederhana
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. PP Nomor 24 tahun 1976 Tentang Cuti PNS
5. SE No.1/SE/1977 ( Permintaan Pemeberian Cuti PNS )
KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Berkas Usulan Cuti
2. Komputer , Laptop dan Printer
3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Cuti Tahunan tidak diambil tahun ini sehingga cuti dinyatakan hangus

1. Disimpan sebagai data




SOP PEMBUATAN CUTI TAHUNAN PNS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
No. Aktivitas Kasubag Umum
v Pegawai S Sekdis Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Dan Keuangan

Staf bersangkutan menyerahkan

1. |permohonan cuti ke Kasubag Umum - Instruksi 10 Menit | Disposisi Sekdis
dan Keuangan
Kasubag Umum dan Keuangan
memverifikasi Permohonan Cuti £0:130

2. |Tahunan Pegawai dan Memohon Disposisi e Disposisi Sekdis
Sekretaris dan kepala Dinas Untuk
memparaf dan menandatangani.
Sekretaris memeriksa Permohonan Cuti
Tahunan Pegawai dan memparafnya — Proses

n selanjut k ' i

3. dan selanjutnya mepyerah an ke kadis Data Cuti SOt Pemeriksaan
untuk dapat persetujuan permohonan ; dan
cuti tersebut dan menandatanganinya. persetujuan
Kadis menandatangani permohonan cuti Proses
tahunan‘da.n PerSC.tUJ uan Cuti Tahunag . 2 B Bemerbssan
Pegawai disampaikan kepada Pegawai Data Cuti | 10 menit dan
yang bersangkutan dan mengarsipkan persetujuan
p ; T :
dgrsetujgzn Ckutl dah;nan Pegawal P

J,
4. ‘SAHIpaIkan tepada Tepawal yang Data Cuti 5 menit | disetujui dan

bersangkutan dan mengarsipkan

diasrsipkam




Nomor SOP SOP-KU-03

Tanggal Pembuatan |7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 v
Disahkan Oleh SEKRETARIS

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos

NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. PP No. 3Tahun 1990 NO. 99 tahun 2000 Jo.PP No. 12 tahun2002 tentang kenaikan pangkat PNS 1. Memahami Peraturan Perundang —undangan yang terkait dengan

2. PP No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS sistem dan prosedur Pemerintahan

Keputusan Badan Kepegawaian Negara NO. 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 99 Tahun
2000 sebagai telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002
4 Keputusan Badan kepegawaian Negara No. 13 Tahun2003 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No. 9

" Tahun 2003

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Rekomendasi 1. Komputer dan kelengkapannya
2. SOP Pengusulan dan kenaikan pangkat PNS 2. Hasil kajian
3. SOP Pengajuan usulan Pensiun 3. Panduan penyusunan kebijakandi lingkungan Dinas Sosial
4. SOP Pembuatan SKP

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan 1. Agenda




)P USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
. Nt Kepala Dinas Sekretaris Kssubeg tium Den FIChYRg o Kelengkapan Waktu Output
Keuangan pangkat
Kasubag Umum dan Keuangan mendata PNS yang
1. |memenuhi syarat usulan kenaikan pangkat dan Disposisi 5 Menit Disposisi
menginformasikan
1 Ma::‘t;:cln kelengkapan persyaratan usulan kenaikan — Disposisi dan L+ Konsepkeasikan
i P - kelengkapannya pangkat
Memerintahkan kepada PNS yang naik pangkat
3, umtuk melengkapinya konsep surat i s konsep surat
kenaikan pangkat kenaikan pangkat
. . konsep surat ’ konsep surat
4. IM al lan kenaikan pangkat - g 5 menit y
ohon menglegalisir usulan kenaikan pangka kenaiken pangkat meni kensilenrpenpiot
| Mengirim usulan kenaikan pangkat dan pengarsipan. N
5 >. surat usulan 5 menit Disetujui dan

kenaikan pangkat

pengarsipan




Nomor SOP SOP-KU-02 F
Tanggal Pembuatan |7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020 N
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan Oleh SEKRETARIS
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pembuatan SKP _
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011
2. Permenpan R/B no. 35 Tahun 2012

KETERKAITAN SOP

1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data
2. Menguasai teknik komputer sederhana

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusulan Kenaikan pangkat

PERINGATAN
1 Jika SOP ini tidak dilakukan SKP tidak dibuatkan maka surat usulan kenaikan pangkat dan surat usulan
penyesuaian ijasah terlambat.

1. Map Forder

2. Buku Agendaris
3. Boxfile

4. Filing Cabinet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai data




SOP PEMBUATAN SKP DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
No. Aktivitas K Umum dan
Pegawai Sehag Unw Pejabat Penilai Atasan Pejabat penilai Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Menyerahkan Blanko SKP yang
1. |diisi kepada Kasubag Umum - Form SKP 1/2 hari SKP yang 'sudah
dan Keuangan diisi
Memeriksa Blanko isian SKP
dan menyampaikan kepada SKP yang sudah
2. |Pejabat Penilai dengan disertai —7 diperiksa 5 menit aay d\i/a;\::;da
isian SKP tahun sebelumnya kelengkapannya P
M ik ilaian,
empen an pem aan SKP yang sudah
menginformasikan dan S ) SKP yang sudah
3. diperiksa 30 menit
menandatanganinya dinilai
kelengkapannya
Men_\’ampaikan vberkas SKP SKP diterima
4. |kepada Pegawai Bersangkutan SKP yang telah dinilai] 5 menit pegawai
bersangkutan
Menerima kembali hasil Penilai SKP diterima
5. |SKP SKP yang telah dinilai 120 menit pegawai

bersangkutan




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

NOMOR SOP SOP-KU-21

TANGGAL PEMBUATAN |7 SEPTEMBER 2020

TANGGAL REVISI 31 AGUSTUS 2020
TANGGAL EFEKTIF 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan oleh SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP Pemimjaman Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Buleleng
Nomor 81 Tahun 2017.

SOP Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Pengelolaan Barang
Milik Daerah, SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Apabila Peminjaman Barang Milik Daerah tidak
dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh
terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan
sehingga berpengaruh terhadap kinerja SKPD

Mampu mengidentifikasi, memverifikasi dan menginventarisir Barang Milik Daerah

Dokumen / Data Barang Milik Daerah, Komputer dan ATK

Buku Peminjaman Barang Milik Daerah




SOP: PEMINJAMAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
KASUBBAG UMUM
SEKRETARIS DAN KEUANGAN STAF KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menerima Pengajuan Peminjaman Barang Milik Daerah
; |(BMDjdari unit pengguna BMD dan mengintruksikan kepada staf Surat Pengajuan & it ﬁ;‘;;:m;‘;fu
untuk mengecek ketersediaan BMD yang akan di pinjam dan Peminjaman BMD dan N(J:m Petunjuk
lanjut membuat Berita Acara Peminjaman BMD \
o 5 Surat Pengajuan Surat Pengajuan
Mengecek ketersediaan BMD yang akan di pinjam dan lanjut L ., |Peminjaman BMD dan
. membuat Berita Acara Peminjaman BMD Peminjaman BMD 10 menit [0, Acars
S 1 dan Nota Petunjuk Peminjaman BMD
Memverifikasi Berita Acara Peminjaman BMD jika sesuai lanjut Tidak ;
3 — 5 menit
di paraf.
Ya
& £ - s i p 5 Berita Acara
4 ::emvenﬁkul Berita Acara Peminjaman BMD jika sesuai lanjut Tiddk Berita Acara 5 menit | Peminj BMD
I ) Peminjaman BMD dan intruksi
[ Ya pimpinan
Memverifikasi Berita Acara Peminjaman BMD jika sesuai lanjut
5 |di tanda tangani dan mengintruksikan staf melakukan serah Tidak 5 menit
terima BMD dan mengarsipkan dokumen peminjaman BMD
lYa
B’"mAcm Berita Acara
Melakukan serah terima BMD dan mengintruksikan staf untuk Pomiry BMD, . Femijaman BMD,
6 tt BMD yang akan 5 menit BMD yang akan
mengarsipkan dokumen peminjaman BMD dipinjam dan dipinjam dan
intruksi pimpi intruksi pimpinan
‘ Berita Acara
7 | Mengarsipkan dokumen peminjaman BMD z:::uinutruksi - 5 menit Arsip
pimpinan




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

NOMOR SOP SOP-KU-20

TANGGAL PEMBUATAN |7 SEPTEMBER 2020

TANGGAL REVISI 31 AGUSTUS 2020
TANGGAL EFEKTIF 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan oleh SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP : Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Buleleng
Nomor 81 Tahun 2017.

SOP Penad Barang dan Jasa, SOP Pengelolaan Barang
Milik Daerah, SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Apabila Pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak
dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh
terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan
sehingga berpengaruh terhadap kinerja SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri|lMampu mengidentifikasi, memverifikasi dan menginventarisir kondisi Barang Milik Daerah

Dokumen / Data Barang Milik Daerah, Komputer dan ATK

Buku Peminjaman Barang Milik Daerah




SOP: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KASUBBAG KET
SEKRETARIS UMUM DAN STAF KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN
Laporan
Menerima Laporan Kerusakan Barang Milik Daerah (BMD)dari Lapsian Kesinelos B Kerusakan
1 |unit pengguna BMD dan mengintruksikan kepada staf untuk Mi::k Dasvali g | S menit Barang Milik
mengecek kerusakan BMD Daerah dan Nota
| Petunjuk
Laporan
Laporan Kerusakan Barang Kerusakan
2 |Mengecek kerusakan BMD Milik Daerah dan Nota 10 menit |Barang Milik
Petunjuk Daerah dan Nota
| njuk
Laporan
. Laporan Kerusakan Barang Kerusakan
3 r;‘:::‘:‘:nk:;“g:::: E:"n'ilg:‘“ "“";‘;:::‘agf‘:‘:;';;‘“‘h Milik Daerah dan Nota 5 menit |Barang Milik
Petunjuk Daerah dan Nota
tunjuk
Mengintruksikan kepada Kasubag Umum dan Keuangan untuk Laporan
4 el vals takmelaliile roses Pemelih Laporan Kerusakan Barang i Kerusakan
menunjuk rekanan untuk melakukan proses Pemeliharaan / hd g 5 menit | Milik
perbaikan BMD Milik Dae arang
1 Daerah
: ll\(denindak lanjuti intruksi Sekretaris dan mengintruksikan e Eisiafane ' k:"r::‘l‘m
epada staf untuk menghubungi rekanan melakukan proses h 5 menit .
pemelih /perbaikan BMD Milik Daerah Barang Milik
Daerah
Laporan
6 Menghubungi rekanan untuk lanjut melakukan proses Laporan Kerusakan Barang 1 iningini Kerusakan
pemeliharaan/perbaikan BMD Milik Daerah B8 Barang Milik
Daerah
Tidak Apabila hasil
Memeriksa hasil Pemeliharaan / perbaikan BMD apabila sudah BMD yang telah |pemeliharaan/
- sesuai lanjut mengintruksikan staf untuk membuat surat serah a BMD yang telah di pelihara 15 menit di pelihara / di  |perbaikan tidak
terima hasil perbaikan dan surat penyerahan serah terima / di perbaiki perbaiki dan nota|sesuai akan
barang ke unit pengguna barang petunjuk dilakukan proses
perbaikan ulang
Surat Serah
Membuat surat serah terima hasil perbaikan dan surat :_ BM.D I t?lah A paliliava . tenma. i)
s penyerahan serah terima barang ke unit pengguna barang fis P?rbmkl i 35manit | [pattucRan da
petunjuk surat serah
terima barang
Memeriksa surat serah terima hasil perbaikan dan surat g].Ml:l;v::; 7:'}‘
penyerahan serah terima barang ke unit pengguna barang Tidak BMD yang telah di pelihara erb aiki Surat
apabila sudah sesuai lanjut di tanda tangani dan lanjut / di perbaiki,Surat Serah . |P i
9 : " » . 10 Menit |Serah terima
menyerahkan barang ke unit pengguna barang dan terima hasil perbaikan dan 2 3
; : ; Y 3 hasil perbaikan
mengintruksikan staf untuk mengarsipkan dokumen o surat serah terima barang Y
Pemeliharaan / perbaikan BMD. A
BMD yang telah di pelihara
10 [Mengarsipkan dokumen Pemeliharaan / perbaikan BMD. / & peshaile.Buras Bersh 5 menit Arsip

terima hasil perbaikan dan
surat serah terima barang




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-19

' Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP _ Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Buleleng
Nomor 81 Tahun 2017.

SOP Penyusunan Usulan RKBMD dan RKPBMD, SOP
Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Pemeliharaan Barang
Milik Daerah, SOP Pengusulan Penghapusan Barang Milik
Daerah

Tata Kelola Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi
Laporan Keuangan Daerah

Mampu mengidentifikasi, memverifikasi dan menginventarisir Barang Milik Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Modul Aset, Dokumen Barang Milik
Daerah, Dokumen RKA, Dokumen Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Komputer
dan ATK

Dokumen Barang Milik Daerah, Kartu Inventaris Ruangan/Barang, Buku Inventaris
Barang Milik Daerah, Laporan Pemeliharaan, Dokumen Barang Milik Daerah




SOP: PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
SEKRETARIS ASUEBAG SRUM AN STAF KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN
Dokumen Dokumen
Pengadaan Barang gadaan
1 Memberikan petunjuk kepada Kasubbag Umum dan Keuangan ! Mlllﬁ)scmh 5 Menit g:;mng Milik
untuk melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah dan Noti
Petunjuk
Menindaklanjuti petunjuk Sekretaris Dinas Sosial dan Dokun:cn
2 |menginstruksikan staf untuk menyiapkan bahan/dokumen mﬁk@:)mnmﬂmdmlg 5 Menit Nota Petunjuk
pengelolaan Barang Milik Daerah ey
Nota Petuniuk
Bahan/ dokumen
3 [Menyiapkan bahan/dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Nota Petunjuk 60 Menit  |Barang Milik
Daerah
J
Memverifikasi bahan/dokumen Barang Milik Daerah dalam Bahan/ dokumen
rangka proses pengelolaannya untuk selanjutnya Bahan/ dokumen Barang Milik
4 |menginstruksikan staf untuk menginput pada aplikasi SIPKD- Tidak Bavana Mk Dectah 360 Menit Dae: m: ZariNGt
Modul Aset dan melakukan pencetakan Laporan Barang Milik 8
Petunjuk
Daerah
Menginput dokumen Barang Milik Daerah pada aplikasi SIPKD- Bahan/ dokumen Milik [)acr:h da:
5 [Modul Aset dan mencetak Laporan Barang Milik Daerah untuk Barang Milik Daerah| 180 Menit Laporan Barang
sclanjutnya ditandatangani dan Nota Petunjuk Milik Daerah
6 Memeriksa Laporan Barang Milik Daerah dan membuat Surat 15 Menit
Pengantar, jika sesual selanjutnya diparaf
7 Memeriksa Laporan Barang Milik Daerah dan Surat Pengantar, Laporan Barang 15 Menit Laporan Barang
jika sesuai scelanjutnya diparaf Milik Daerah Milik Daerah
==
8 Memeriksa Laporan Barang Milik Daerah dan Surat Pengantar, Tidak 15 Menit
jika sesuai selanjutnya ditandatangani .
‘Ya
Menginstruksikan kepada staf untuk mengirimkan Laporan Laporan Barang
9 |Barang Milik Daerah ke Badan Keuangan Daerah dan Petunjuk Pimpinan |5 Menit Milik Daerah dan
mengarsipkan Surat/Nota Tugas
= Laporan Barang
Mengirimkan Laporan Barang Milik Daerah ke Badan Keuangan Milik Daerah,
10 Daerah dan mengarsipkan Surat/Nota Tugas, LMot e Farayn

dan Tanda Terima




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP -RU-

Membuatan 7 SEPTEMBER 2020
T Revisi 31 AGUSTUS 2020
T, Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan oleh SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP Penyusunan Usulan RKMBD Dan RKPBMD

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Buleleng
Nomor 81 Tahun 2017.

i

SOP Pngaaan Barg dan Jasa, SOP Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Kebutuhan akan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak bisa terpenuhi
sehingga dapat mempengaruhi kinerja SKPD.

Mampu mengidentifikasi, memverifikasi dan menginventarisir Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD.

Dokumen Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Dokumen RKA, Komputer dan ATK

Dokumen Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah




SOP: PENYUSUNAN USULAN REKMBD DAN RKPBMD

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
KASUBBAG UMUM
SEKRETARIS DAN KEUANGAN STAF KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Dokumen sulan Rencana Kebutuhan Barang Dokumen Usulan Rencana
Memberikan petunjuk kepada Kasubbag Umum dan Keuangan Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Kebutuhan Barang Milik
1 untuk melakukan proses usulan Rencana Kebutuhan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah 15 Menit Daerah dan Rencana
Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Kebutuhan Pemeliharaan
Milik Daerah Barang Milik Daerah dan Nota
unjuk
Menindaklanjuti petunjuk Sekretaris Dinas Sosial dan Dokumen Usulan Rencana Kebutuhan
2 menginstruksikan staf untuk menyiapkan bahan/dokumen Barang Milik Daerah dan Rencana 10 Menit |Nota Petuniuk
usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik W
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dan Nota Petunjuk
===
Bahan/ Dokumen Usulan
Menyiapkan bahan/dokumen usulan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Barang
3 |Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Nota Petunjuk 1 Minggu |Milik Daerah dan Rencana
Barang Milik Daerah Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Memverifikasi bahan/dokumen usulan Rencana Kebutuhan Bahan/ Dokumen Usulan
Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Bahan/ Dokumen Usulan Rencana Rencana Kebutuhan Barang
4 Barang Milik Daerah untuk selanjutnya menginstruksikan staf Tidak Kebutuhan Barang Milik Daerah dan 1 Min Milik Daerah dan Rencana
untuk mengetik dan melakukan pencetakan usulan Rencana Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang 88U Kebutuhan Pemeliharaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Milik Daerah Barang Milik Daerah dan Nota
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Ya Petunjuk
1
Bal Usulan Rencana Kebutuhan
Mengetik dan melakukan pencetakan usulan Rencana /. Dokuman Usulan Rencana Barang Milik Daerah dan
: Kebutuhan Barang Milik Daerah dan g
5 |Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Pemeliharasn Barang 2 Minggu |Rencana Kebutuhan
i 5 Mk Doy Milik Daerah dan Nota Petunjuk EPemehl % Milik
Memeriksa usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tidak
6 |dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan 15 Menit
mmbuat Surat Pengantar, jika sesuai selanjutnya diparaf Ya
Usulan Rencana Kebutuhan
Memeriksa usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Barang Milik Daerah dan
7 |dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Daerah dan Rencana Kebutuhan 15 Menit |Rencana Kebutuhan
Surat Pengantar, jika sesuai selanjutnya di paraf. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik
Ya Daerah
Memeriksa usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
8 |dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tidak 15 Menit
Surat Pengantar, jika sesuai selanjutnya di tanda tangani
Ya
1
Menginstruksikan kepada staf untuk mengirimkan Rencana UE s ;edr:;alr;: Kelb::;xnhan
9 Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Petunjuk Pimpinan 5 Menit |Ren: g Kebutuhan
::—,n::::m Bk::ng Milik Daerah ke Badan Keuangan Daerah Pemelil B g Milik
ke Daerah dan Surat/Nota Tugas
Mengirimkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan g’ux dRen R Kebut;l;znmhan g Milik
10 |Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan ae . e = 15 Menit |Tanda Terima

mengarsipkan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan
Tanda Terima




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-KU-17

Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020 B
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh SEKRETARIS

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NAMA SOP Pembuatan Neraca

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Peraturan Bupati No. 70 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2014

1. Mahir mengoperasikan komputer

2. Memahami aturan pengelolaan keuangan

3. Memahami tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian Keuangan

4. Memahami struktur organisasi dan tata kerja dinas sosial s
mengerti kegiatan administrasi keuangan

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 5
1. SOP Pembuatan Rencana dan realisasi keuangan di masing — masing program 1. Surat Pertanggung Jawaban belanja masing — masing program
2. SOP pengiriman laporan realisasi keuangan di pemerintah daerah. 2. Komputer, laptop ,printer dan aplikasi program komputer
3. Lemari arsip
4. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Bila ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan keuangan mengalami keterlambatan
pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) akan berpengaruh terhadap keterlambatan realisasi keuangan
setiap bulan.

1. Dismpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PEMBUATAN NERACA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
Kasubag Kepala Dinas
No. Aktivit
P - Putuges PPK Umum Dan sekretaris BKD Kelengkapan Waktu Output
pelaporan
Keuangan
Meninput data dan membuat data belanja
modal jurnal memorial dan belanja modal ’ _ it
1. |serta mencatat buku besar dan neraca dari SPJ Belanja Modal 10 menit | S :w Bedafl\la
realisasi SPJ belanja modal pada aplikasi 3§
SIPKD
Mohon Koreksi serta paraf dan tanda tangan Tidak P i
2 SPJ Belanja Modal | 15 menit SP) Belefiy
Modal
Ya
Menyerahkan neraca ke Kasubag umum dan .
3. |keuangan untuk diparaf Jurnal memorial 5 menit Jurna'
memorial
Mohon paraf dan tanda tangan pembuatan
- pap buku besar dan .. | buku besar
4. |neraca 5 menit
neraca dan neraca
Meminta tanda tangan kepala di
“ da P e buku besar dan , buku besar
5. |selanjutnya diserahkan kepada kasubag 5 menit
neraca dan neraca
umum
" Menerima lapoiran yang sudah ditanda I-< buku besar dan S menit buku besar
" |tangani neraca dan neraca
. Mengirim laporan ke keuangan dan buku besar dan 45 ment buku besar
" |Pemgarsipan neraca dan neraca




Nomor SOP SOP-KU-16
W Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020
Tangnl Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 i
Disahkan Oleh SEKRETARIS
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP P;‘;‘;‘“"‘“ Surat Perintah Pembayaran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2013 Tentang cara pelaksanan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2014

1. Mahir mengoperasikan komputer

2. Memahami aturan pengelolaan keuangan

3. Memahami tugas poko dan fungsi sub. Bagian keuangan

4. Memahami struktur organisasi dan tatakerja dinas sosial serta menge
kegiatan administrasi keuangan

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN ﬁ
1. SOP. Pembuatan rencana dan realisasi keuangan di masing — masing program 1. Surat pertanggung jawaban belanja dari masing — masing program
2. SOP. Pengiriman laporan Realisasi keuanganke Pemerintah Daerah. 2. Komputer, Laptop, printer dan aplikasi program komputer
3. Lemari arsip
4. Alat tulis kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan keuangan mengalami keterlambatan
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) akan berpengaruh terhadap keterlambatan realisasi
keuangan setiap bulan.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
No. Aktivitas Kasubag Umum Kepala Dinas
Petugas verifikasi | Petugas perbendaharaan PPK sekretaris Bag. Keu setda Kelengkapan Waktu Output
! PJ SP)
L jukan pemoh = SPP keing::sp:::va S meanit ketenu::::v:
5 menerima dan meverifikasi kelengkapan berkas jika belum lengkap SP) beserta 15 menit SP) beserta
* |dikembalikan ke PPTK dan jika sudah lengkap diserahkan ke bagian kelengkapannya kelengkapannya
. —— - SPI beserta ) SP) beserta
3 memproses SPP dan menyerahkan ke petugas registrasi — Sdldnghanaiiym 10 menit AR TR
gi iy h " yerahkannya ke staf petugas perbendaharaan
4. Buku registrasi 5 menit Buku registrasi
s ! - . SPJ beserta SP) beserta
5. |mengetik SPP dan menyerahkannya kepada PKK untuk dikoreksi kaloogin g 15 menit Rhlergiaoonive
menerima SPP dan mengoreksi, jika belum benar diserahkan kembali ke Tidak
- . > . SPJ beserta P
6. |petugas perbendaharaan dan jika benar diparaf dan diserahkan ke kasubag K ISP'I = 15 menit kesleng:::i:: 3
keuangan untuk diparaf dan diserahkan ke sekretaris e SERE R v
7. |menerima dan memaraf, dan memintakan paraf ke sekretaris dinas sosial 8PJ 10 menit 33 beena
kelengkapannya kelengkapannya
8 menerima dan f dan petugas perbendal intakan tanda SPJ beserta 10 menit SPJ beserta
" Jtangan kepala dinas kelengkapannya kelengkapannya
menerima dan datangani SPP , lanjut menyerahkan kepada kasubag SPJ beserta i SP) beserta
% Jumum dan Keuangan kelengkapannya Sl kelengkapannya
. . 3 . . s SPJ beserta . SPJ beserta
10. Imenerima SPP yang telah ditanda tangani dan diserahkan ke PKK _ kelengka = 5 menit kilengkapannys
SPJ beserta
13, |menerima SPP dan menyerahkannya ke bagian perbendaharaan untuk disotir -7 SPJ beserta e kelengkapannya
" |dan dikirim ke bagian keuangan setda kelengkapannya
SPIt SPJ beserta
12, Imengirim SPP ke Bagian Keuangan Setda — SpJ 15 menit kelengkapannya

kelengkapannya




Nomor SOP SOP-KU-15 3
Tanggal Pembuatan |7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020 N
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 3
> ) Disahkan Oleh SEKRETARIS
\ %
/
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Ps":;')“‘m Surat Perintah Membayar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA B

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2013 Tentang cara pelaksanan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2014

1. Mahir mengoperasikan komputer

2. Memahami aturan pengelolaan keuangan

3. Memahami tugas poko dan fungsi sub. Bagian keuangan

4. Memahami struktur organisasi dan tatakerja dinas sosial serta meng
kegiatan administrasi keuangan

KETEREKAITAN SOP

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP. Pembuatan rencana dan realisasi keuangan di masing — masing program
2. SOP. Pengiriman laporan Realisasi keuanganke Pemerintah Daerah.

1. Surat pertanggung jawaban belanja dari masing — masing program
2. Komputer, Laptop, printer dan aplikasi program komputer

3. Lemari arsip

4. Alat tulis kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan keuangan mengalami keterlambatan
Pembuatan Surat Perintah Membayar ( SPM ) akan berpengaruh terhadap keterlambatan realisasi keuangan

setiap bulan.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PEMBUATAN PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
No. Aktivitas
Petugas Kasubag Umum Dan|
PPTK Petugas verifikasi por ihiisen PPK - sekretaris Kepala Dinas | Bag. Keu setda Kelengkapan Waktu Output
.o I . SP) beserta 5 menit SPJ beserta
s Mgk T i S - kelengkapannya kelengkapannya
menerima dan meverifikasi kelengkapan berkas jika belum lengkap
P, i ) b
2 |dikembalikan ke PPTK dan jika sudah lengkap diserahkan ke bagian - Wi~ s i o [ e
perbendaharaan
5 |memproses SPM dan menyerahkan ke petugas registrasi SPJ beserta 10 menit SPJ beserta
) kelengkapannya kelengkapannya
. meregistrasi permohonan , menyerahkannya ke staf petugas ‘ ) , s ol .
- |perbendaharaan —] Buku registrasi 5 menit u registrasi
- S SPJ be:
5. |mengetik SPM dan menyerahkannya kepada PKK untuk dikoreksi * kclh:,;k bmﬂ. ] . 15 menit keler:gka:::ya
menerima SPM dan mengoreksi, jika belum benar diserabkan kembali .
6. |ke petugas perbendaharaan dan jika benar diparaf dan diserahkan ke Tidak i 15 menit eddmis
e v kelengkapannya kelengkapannya
kasubag keuangan untuk diparaf dan diserahkan ke sekretaris
Ya beserta
7. Jmenerima dan memaraf, dan memintakan paraf ke sekretaris dinas sosial '- kels:\Jgh - 10 menit kets::s:::::va
menerima dan f dan petugas perbendal intakan tanda SPJ beserta SP) beserta
8 : 10 menit
tangan kepala dinas kelengkapannya kelengkapannya
o menerima dan menandatangani SPM | lanjut menyerahkan kepada . SPJ beserta 10 menit SP) beserta
kasubag Umum dan keuangan kelengkapannya kelengkapannya
. 8 rer SPJ beserta . P.
10, fmenerima SPM yang telah ditanda tangani dan diserahkan ke PKK - kclsc:.lgkn = S menit kezr::k::r:wa
1 menerima SPM dan menyerahkannya ke bagian perbendaharaan untuk SPI beserta R SPI beserta
* |disotir dan dikirim ke bagian keuangan setda kelengkapannya kelengkapannya
APy , Al SPJ beserta F SPJ beserta
12. |mengirim SPM ke Bagian Keuangan Setda — kelengkupannya AL kelengkapannya




Nomor SOP SOP-KU-14 F
Tanggal Pembuatan |7 SEPTEMBER 2020 3
Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 5
Disahkan Oleh SEKRETARIS
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN NAMA SOP Pembuatan Rekapan Gﬂji )|
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Peraturan Bupati No. 70 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2014

1. Mahir mengoperasikan komputer
Memahami aturan pengelolaan keuangan

2

3. Memahami tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian Keuangan

4. Memahami struktur organisasi dan tata kerja dinas sosial serta
mengerti kegiatan administrasi keuangan

KETERKAITAN SOP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pembuatan Rencana dan realisasi keuangan di masing — masing program
2. SOP pengiriman laporan realisasi keuangan di pemerintah daerah.

1. Berkas usulan pensiun
2. Komputer, laptop dan printer

3. Alat tulis kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan keuangan mengalami keterlambatan
pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) akan berpengaruh terhadap keterlambatan realisasi keuangan
setiap bulan.

) {3 Eismpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PEMBUATAN REKAPAN GAJI DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
No. Akhiens Bagian Keuangan Bendahara Gaji PNS Kelengkapan Waktu Output

1. |Mengambil Draft gaji ke ke keuangan - Draft gaji 5 Menit Draft gaji

Menyortir dan meminta tanda tangan ke semua PNS Draft gaji beserta Draft gaji beserta
2. 15 menit

kelengkapannya kelengkapannya

Mengetik. membuat pemotongan bila ada Bt Batioangan . O

3. i 30 menit .
gajl gaji

Menverifikasikan kelengkapan SPP gaji PNS
4. SPP Gaji 10 Menit SPP Gaji
5. |Mengirim SPP gaji PNS SPP Gaji 15 menit SPP Gaji
6. |Menerima SP2D membagikan dan mengarsipkan - SP2D gaiji 15 menit Gaji PNS




Nomor SOP SOP-KU-21

T Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

[ Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020

' Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan oleh SEKRETARIS

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial
PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP Penyusunan Usulan Penghapusan BMD

SOP Penelolaan Barang Milik Daerah, SOP cmeh’haraan
Barang Milik Daerah

Kebutuhan akan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak bisa terpenuhi
sehingga dapat mempengaruhi kinerja SKPD.

Mampu mendata dan menginventarisir barang milik daerah yang akan di usulkan
penghapusan.

Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris, Laporan Pemeliharaan Barang Milik D
Dokumen Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah

ac

Dokumen Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri

Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Buleleng
Nomor 81 Tahun 2017.

rah,




SOP: USULAN PENGHAPUSAN BMD

PELAKSANA MUTU BAKU
RNO KEGIATAN
KASUBBAG UMUM DAN TIM ASET
KELENGKAP,
SEKRETARIS KEUANGAN STAF INTERNAL KEPALA DINAS AN WAKTU OUTPUT
Memberikan petunjuk kepada Kasubbag Umum dan Keuangan
untuk melakukan pendataan terhadap barang milik daerah yang Dokumen Usulan Usulan Penghapusan Barang
1 [layak untuk diusulkan penghapusan dan lanjut proses Usulan Penghapusan Barang 15 Menit |Milik Daerahdan Nota
Penghapusan Barang Milik Daerah yang akan di ajukan ke Tim Aset Milik Daerah Petunjuk
Internal Dinas Sosial Kab. Buleleng
== |
Menindaklanjuti petunjuk Sekretaris Dinas Sosial dan
menginstruksikan staf untuk melakukan pendataan terhadap Usulan Penghapusan
2 |barang milik daerah yang layak untuk diusulkan penghapusan dan Barang Milik Daerah 10 Menit [Nota Petunjuk
menyiapkan dokumen/bahan Usulan Penghapusan Barang Milik dan Nota Petunjuk
Dacrah il
Melakukan pendataan terhadap barang milik daerah yang layak Bahan/ Dokumen Usulan
3 |untuk diusulkan penghapusan dan menyiapkan dokumen/bahan Nota Petunjuk 1 Minggu [Penghapusan Barang Milik
Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah Daerah
Memverifikasi bahan/dokumen usulan Penghapusan Barang Milik
Daerah untuk selanjutnya ginstruksikan staf untuk mengetik Tidak Bahan/ Dokumen Bahan/ Dokumen Usulan
4 |dan melakukan p kan Usulan Penghap Barang Milik Usulan Penghapusan 3 Hari  |Penghapusan Barang Milik
Daerah untuk diajukan ke Tim Aset Internal Dinas Sosial Kab. Ya Barang Milik Daerah Daerah
Buleleng
Mengetik dan melakukan p kan Usulan Penghag Barang Usulan Penghapusan
5 |Milik Daerah untuk diajukan ke Tim Aset Internal Dinas Sosial Kab. Barang Milik Daerah | Hari zﬁ"l’)‘;:m"“'h“"’"”" Biseng
Buleleng dan Nota Petunjuk
R
Tidak
6 Memverifikasi usulan penghapusan Barang Milik Daerah, Jjika sesuai g Usulan Penghapusan 360 Menit Usulan Penghapusan Barang
selanjutnya ditandatangani % Barang Milik Daerah Milik Daerah
Ya
7 Memeriksa Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah, jika sesuai 15 Menit
selanjutnya diparaf dan dibuatkan surat pengantar
Ya
Memeriksa Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Surat Tidak
8 |Pengantar, jika sesuai selanjutnya di paraf dan diajukan ke Tim Aset Usulan :mﬂzhlﬂp "::nh 15 Menit u:;;(hg Pcn?hapu”" Harang
Internal untuk di tanda tangani. . Barang Dae: aerah
2 —=—
° Memeriksa Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Surat Tidak 15 Menit
Pengantar, jika sudah sesuai selanjutnya di tanda tangani. =
Ya
o Usulan Penghapusan Barang
J
10 |Usulan Penghapusan Barang Milik Dacrah ke Badan Keuangan Petunjuk Pimpinan 5 Menit |Milik Dacrah dan Surat/Nota
Daerah dan mengarsipkan
Tugas
=
b - Usulan Penghapusan
11 |Mengirimkan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah dan ‘ Barang Milik Daerah | 15 Menit |Tanda Terima

mengarsipkan

dan Tanda Terima




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-PR-01

[Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Tnn“al Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020
Mkevisi 31 AGUSTUS 2020

Disahkan Oleh S|

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 3
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA |
1. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 2. Memahami RPJMD Kabupaten
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Memahami sistem IT
3. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 4. Memahami Peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Thn 2008 tentang 5. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 6. Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab
Pembangunan Daerah
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah, Rencana
6. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten
Buleleng 2005-2025
7. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022
8. Standar ISO 9001:2015, Klausul 4.1 3
KETERKAIATAN SOP PERALATAN /PERLENGKAPAN .
1. SOP LKjIP 1. Dokumen RPJMD
2. SOP RENJA 2. Tupoksi
3. SOP Surat Masuk 3. Struktur Organisasi
4. SOP Surat Keluar 4. Data Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Penyusunan Renstra tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat perencanaan
program di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1. Surat Usulan Bidang
2. Notulen Rapat
3. Renstra




PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBAG KEPALA | KEPALA KEL KAP TPU
DINSOS PERENCANAAN oy BIDANG | DINSOS i AN cosaaichud o =
: : 4 Surat yang
Menerima Surat Sekda untuk menyusun Renstra dan mengintruksikan ke y Vg
: Sekretaris untuk menyusun RENSTRA Q ot Beleda S0 Mene velah fjxten?ng
‘ dan disposisi
Disposisi
2 |Menginstruksikan mulai menyusun RENSTRA S}"a.t Jorg tela.h .. |30 Menit|menindaklanjuti
diterima dan disposisi :
perintah
er—— Di T
3 Membuat Surat Kadis kepada Sekretaris/Kabid agar memberikan usulan ml::;s(;:lklan'uti 2 Jam Surat perintah
RENSTRA bidang 5 tahun ke depan 3 y Kaban
perintah
4 |Membuat usulan bagian dan bidang 5 tahun ke depan | I Surat perintah Kaban 7 Hari E;.\dl:.rtlgUsulan
\
|
|
Menyusun, merekap rencana program kegiatan 5 tahun ke depan dan Rekan S takun
5 [melakukan sinkronisasi antara konsep RENSTRA Dinas dengan Rencana D Surat Usulan bidang 5 Hari ke dep
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten pan
!
6 Mengada.kan rapat bersama Kepala Dinas, kasubbag perencanaan dan S}xrat perintah rapat ke 4 Jam |Notulen Rapat
kepala bidang bidang
7 [Menindaklanjuti hasil rapat dan Menyusun Dokumen Renstra SKPD I:"]k . Notulen Rapat 30 Hari |Draft Renstra
8 Memeriksa draft renstra. Jika setuju maka akan memaraf draft Renstra. Draft Renstra 2 Hari D;:& tl:;:rtra
Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki — s
diparaf
‘ Ya Dokumen
. . Tidak Renstra yang telah Renstra yang
9 |Memeriksa dan menandatangani Renstra SKPD . - _ R diparaf 3 Jam salat
ditandatangani
|
. 5
10 [Mengirimkan ke Bappeda i) Ya Dokumen Renstra yang 3 Wik Tanda terima

telah ditandatangani

dari Bapeda




NOMOR SOP

SOP-PR-08

TANGGAL PEMBUATAN

7 SEPTEMBER 2020

TANGGAL REVISI

31 AGUSTUS 2020

TANGGAL EFEKTIF

7 SEPTEMBER 2020

DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial
Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP PENYUSUNAN SKM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik

4. Standar ISO 9001:2015, Klausul 4.1

2. Memahami sistem IT

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial

3. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
4. Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab

KETERKAITAN SOP

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

4. Quisioner

PERALATAN/PERLENGKAPAN: i

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penyusunan SKM tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat program kerja di

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1 Data Hasil Survei
2. Nota Pengantar




SOP: PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBAG KEPALA
DINSOS PERENCANAAN STAF | piNsos e o— bk
Menerima Surat Sekda untuk menyusun Dokumen PK dan Surat yang telah
1 |mengintruksikan ke Sekretaris untuk menyusun Dokumen Q Surat Sekda 30 Menit |diterima dan
PK disposisi
il
s Disposisi
2 |Menginstruksikan mulai menyusun Dokumen PK Ij (Sj;.:rats)ir:ng belahy diterivia can 30 Menit |menindaklanjuti
— i perintah
g |Mootlash FENSIRA BHFD den mengistrulafinn stal :I Dokumen RENSTRA SKPD 2 Hari |Draft PK
untuk menghimpun PK masing-masing Bidang
I:FI . |Lampiran PK
4 |Menghimpun PK dari masing-masing bidang = - 2 Hari Bi daF:;an
Memeriksa PK dari bidang dan menyusun Dokumen PK Tidak : . . |Dokumen PK
S SKPD Lampiran PK Bidang 7 Hari SKPD
| Xa
Memeriksa Dokumen PK SKPD. Jika setuju maka akan| Tidak ‘ Boltinis PR VD
6 |memaraf Dokumen PK. Jika tidak setuju, maka akan < Dokumen PK SKPD 1 Hari telah diparaf yang
dikembalikan untuk diperbaiki : P
a |
Memeriksa Dokumen PK SKPD. Jika setuju maka akan Tidak Dokumen PK
7 |ditandatangani. Jika tidak maka dikembalikan untuk — |Dokumen PK yang telah diparaf 3 Jam [SKPD yang telah
diperbaiki Na ditandatangani
d ——
8 |Mengirimkan ke Organisasi @ Dokumen PK SKPD yang telah § Saxni Tanda terima dari

ditandatangani

Organisasi




Nomor SOP SOP-PR-02

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020

Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh SEKRETARI

L/

Dinas Sosial Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA o3
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

|

1. Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - AP

5. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat
Daerah

6. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-
2022

7. Standar ISO 9001:2015, Klausul 8.1

13

Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial

Memahami RPJMD Kabupaten
Memahami sistem IT
Memahami Peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran

Mampu mengoperasikan Microsoft Office

Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab

KETERKAIATAN SOP PERALATAN ENGKAPAN )
1. SOP Penyusunan Rensta 1. RPJMD
2. SOP RKA/DPA 2. Renstra
3. SOP Surat Masuk 3. Rancangan KAK/RKA
4. SOP Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Penyusunan Renstra tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat perencanaan program
di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1%
2.
3.

Surat Usulan Bidang
Notulen Rapat
Renstra




. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (Renja)

PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG
NO KEGIATAN SEKRETARIS KEPALA KEPALA
DINSOS PEREAN:ANA STAF BIDANG DINSOS KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Menerima Surat Sekda/Bappeda untuk menyusun Renja AN
1 |dan mengintruksikan ke Sekretaris untuk penyusunan ( ) Surat Sekda 10 Menit S}xrat y ang telsh Gltssimg dan
i disposisi
Renja
Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk
. 3 : Surat yang telah : T ;
mempersiapkan penyusunan Renja antara lain laporan S ., | Disposisi Persiapan penyusunan
2 : : diterima dan 15 Menit -
kegiatan tahun sebelumnya,Rencana program kegiatan i Renja
Renstra, IKU, sistematika Renja dan dan TIM kerja PO
Mempersiapkan rancangan awal berupa telaahan . l:l?::tra, Y,
3 |program/kegiatan dan Rencana Tim kerja Penyusun Renja ok — 5 hari |Draft Awal Renja
A komposisi Tim
bersama staf lalu melaporkan kepada sekretaris | Kerja
Memeriksa, jika setuju akan melaporkan kepada kepala Draft Awal usulan telahaan awal program
4 |Dinas dengan usulan rencana waktu rapat awal, jika tidak Renia 1 hari |kegiatan, Jadwal pelaksanaan
akan dikembalikan untuk diperbaiki vl Tidak - Rapat Awal
Melaksanakan rapat awal dengan seluruh Pejabat bahan renja,
struktural dan PPTK dengan agenda review pelaksanaan Ya Notulen dengan
5 |kegiatan tahun sebelumnya dan isu-isu penting masalah peralatan kerja 4 jam Z:lﬁ:nn Usuian Fragria
sosial terkini sebagai bahan penelaahan usulan (laptop dan &
program/kegiatan Infokus)




PENYUSUNAN RENCANA KERJA (Renja)

PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG
NO KEGIATAN SEKRETARIS KEPALA KEPALA
DINSOS PEREAHNCANA STAF BIDANG DINSOS KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Sekretariat dan Bidang menyusun KAK (kerangka acuan
Kegiatan) untuk usulan Kegiatan sesuai hasil Rapat dan T
6 |dituangkan dalam RKA (Rencana kerja Anggaran) guna - 14 Hari |Rancangan KAK dan RKA
5 dan RKA
mendapatkan rencana Pagu Anggaran dan setelah selesai
dimasukan pada Sub bagian Perencanaan 1
Memeriksa awal KAK dan RKA untuk kesesuaian
program/kegiatan jika sesuai dengan hasil Keputusan b
Rapat maka akan dilaporkan pada kepala Dinas dan \ Tidak Rancangan KAK . ;
¥ sekretaris selanjutkan untuk dibahas oleh Tim Kerja untuk dan RKA SHul [pecbeikan KAK dan: REA
Output, Outcome dan Pagu Anggaran, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Melaksanakan rapat Pembahasan bersama tim kerja untuk
Output, Outcome dan Pagu Anggaran, serta penentuan rbaikan KAK rancangan awal usulan Untuk
8 |prioritas kegiatan. jika ada yang perlu diperbaiki maka g:n RKA 2 Hari [RKPD (Rencana Kerja
akan dikembalikan pada Bidang dan Sekretariat untuk Pemerintah Daerah)
diperbaiki
rancangan awal
Sekretariat dan Bld.ang me.:'mperbaxln menyu.sun KAK dan \ usulan Untuk usulan Kegiatan Untuk RKPD
9 RKA serta dimungkinkan jika ada usulan lain yang ingin RKPD (Rencana 3hari |(Reticans Ketj Pemerinteh
ditambahkan. setelah selesai dimasukan pada Sub bagian Kerja Desrah) &
Perencanaan untuk penyelesaian penyusunan Draft Renja. Pemerintah
Daerah)
10 |Menaikan Draft Renja kepada Sekretaris untuk diperiksa 1 Draft Renja 30 Menit|Draft Renja
M riksa Draft Renja. Jik i akan diparaf dan jik -
emeriksa Dr enja. Jika sesuai akan diparaf dan jika ; . :
e tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Tidak o P s i
12 Memeriksa jika telah sesuai akan Menandatangani Renja, Ya Draft Renja di 1 Hari |Renia
jika tidak akan diturunkan untuk diperbaiki paraf J
ng
Ya
13 [Mencetak lalu mengirimkan ke BAPPEDA Renja 2 jam |Tanda Terima dari Bappeda




NOMOR SOP SOP-PR-04 ]
TANGGAL PEMBUATAN 7 SEPTEMBER 2020
TANGGAL REVISI 31 AGUSTUS 2020 5
TANGGAL EFEKTIF 7 SEPTEMBER 2020 - -
DISAHKAN OLEH S S
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial Putu i Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP PENYUSUNAN LKjIP
DASAR HUKUM . KUALIFIKAS] PELAKSANA ; 3

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 136 / PMK.02/2014 Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM

1
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 2. Memahami SOTK dan Anjab di lingkungan BKPSDM Kab. Buleleng
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkai
3. Standar ISO 9001:2015, Klausul 8.5 5.. Memiliki sikap teliti
6.

Memahami sistem Penyusunan Laporan .

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN : |
1. SOP RENSTRA 1. Komputer
2. SOP RENJA 2. ATK
3. SOP RKA/DPA 3. Printer

4, Jaringan Internet

5. LRA

6. Laporan Kinerja Bulanan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 8
Apabila Penyusunan LKjIP tidak dijalankan dengan baik maka penilaian 1. Dokumen LKjIP

kinerja Dinas Sosial Kab. Buleleng tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinva




enyusunan LKjIP

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIAT. KRET. KASUBAG ALA
o S DiNsos | psmEcamaan | °TAY DINsos | KELENGKAPAN |  WAKTU e
Menerima surat Sekda untuk penyusunan LKjIP dan Mengintruksikan ke Sekretaris untuk Surat Sekda 30 Menit Dtsposxs.x Surat
menyusun LKjIP Sekda diparaf
Disposisi Surat X Surat Sekda

Menugaskan Kasubbag Perencanaan untuk melakukan penyusunan : SBelcda diparaf 30 Menit dinposisi diperaf
Memerintahkan Staf untuk mengumpulkan bahan penyusunan LKjIP E:I Disposisi 10 Menit Disposisi
Mengumpulkan dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan untuk diverifikasi : Disposisi 3 Hari Bahan LKjIP

—
Membuat draf LKjIP dan menyerahkan kepada Sekretaris I::‘ | Bahan LKjIP 5 Hari Draft LKjIP

e I
Memeriksa draf LKjIP jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan draft final LKjIP Tidak
cepada Kepala Dinas Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Perencanaan Draft LKjIP 3 Hari Draft LKjIP
antuk diperbaiki
— va - S— - —
1

Memeriksa dan menandatangani LKjIP Tidek Draft LKjIP 1 Hari LKjIP

U Ya
Menyerahkan kepada Staf untuk digandakan dan dikirim ke Bagian Organisasi Setda | I LKjIP 1 Hari LKjIP
Menerima dan mengagendakan serta mengirimkan ke Bagian Organisasi Setda @ LKjIP 2 jam LKjIP




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

NOMOR SOP SOP-PR-03

TANGGAL PEMBUATAN 7 SEPTEMBER 2020
TANGGAL REVISI 31 AGUSTUS 2020
TANGGAL EFEKTIF 7 SEPTEMBER 2020
DISAHKAN OLEH SEKRET

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

NIP. 19730222 199203 1 003

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
4. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Perda Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten
5. Buleleng Tahun 2017-2022

SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP PENYUSUNAN DPA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Memahami teknis DPA
Pembangunan Nasional (SPPN) 2. Mampu menjaga rahasia jabatan
2. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 4. Memiliki sikap teliti, cepat, dan bertanggung jawab
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Memahami aturan pengelolaan keuangan
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan | 6.

Memahami RPJMD Kabupaten

2. SOP RENSTRA

KETERKAITAN SOP: PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. SOP RENJA 1. Komputer

2. Printer
3. ATK
4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait anggaran

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penyusunan DPA tidak berjalan dengan baik maka perencanaan tidak sesuai
dengan anggaran yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1. DPA




SOP PEMBUATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBAG KEPALA KELENGKAP AKTU TPUT
DINSOS PERENCANAAN PoAR DINSOS A% " o
L. Menerima surat Sekda untuk penyusunan DPA dan Mengintruksikan ke Sekretaris untuk Q Surat Sekda 30 Menit Dlsposns.| Surat
menyusun DPA Sekda diparaf
3 7 Disposisi Surat / Surat Sekda
2. |Memerintahkan menyusun DPA I::j Sekda di 30 Menit disposisi di -
= == I: Disposisi surat A
3. |Melakukan evaluasi RKA untuk merubah menjadi draft DPA Sekda di ¢ 14 Hari Draft DPA
Memeriksa draft DPA. Jika setuju maka akan memaraf Draft DPA. Jika tidak setuju maka : ’
4 |akan dikembaliken untuk diperbeiki " T Dl P SRS Oauls DFA &l peest
‘ e —
\ Ya y
3 § | ’ : Dokumen DPA
5. |Memeriksa dan menandatangani DPA m.O Draft DPA di paraf 1 hari ditarids ;
\
- DPA yang telah
6. |Memasukkan ke dalam aplikasi SIPKD dan mencetak DPA Dglumen DA, 7Hari |dimasukkan
ditandatangani
SIPKD
DPA yang telah
7. |Menandatangani DPA hasil dari SIPKD dimasukian I tiagi |PPAYRDgtaleh
ditandatangani
SIPKD
|
: - : R DPA yang telah ) Tanda terima
8. |Menyerahkan dokumen DPA untuk ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (j ditanda i 7 Hari peryershan DPA




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

NOMOR SOP

SOP-PR-05

TANGGAL PEMBUATAN

7 SEPTEMBER 2020

TANGGAL REVISI

31 AGUSTUS 2020

TANGGAL EFEKTIF

7 SEPTEMBER 2020

DISAHKAN OLEH

Putu Ppi Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN PERENCANAAN

PENYUSUNAN IKU

DASAR HUKUM:

1. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah
3. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Standar ISO 9001:2015, Klausul 4.1

2. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja,

KETERKAITAN SOP:

. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
. Memahami RPJMD Kabupaten
. Memahami RENSTRA SKPD

. Memahami Peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran
. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab

1
2
3
4. Memahami sistem IT
5
6
7.

1. SOP RENSTRA

1. Komputer
2. Printer

3. ATK

4. Renstra

PERINGATAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penyusunan IKU tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat perencanaan
program di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1 Draft Indikator Utama
2. Notulen Rapat




PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBAG KEPALA ==
DINSOS PERENCANAAN STAF BIDANG KEPALA DINSOS | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Surat yang telah
| |Menerima Surat Sekda untuk menyusun IKU dan mengintruksikan ke Sekretaris untuk = D Surat Sekda 30 Menit |diterima dan
menyusun [KU disposisi
Surat yang telah Disposisi
2. |Menginstruksikan mulai menyusun IKU Ij diterima dan 30 Menit  [menindaklanjuti
disposisi perintah
3. |Meneclaah RPJMD dan Isu-Isu Strategis untuk menentukan Indikator Kinerja Utama SKPD I:]' 1 Dokumen RPJMD 2 Hari Draft IKU
J \
|
4 Memeriksa draft [KU. Jika setuju maka akan mengadakan rapat dengan Bidang untuk ’ Draft IKU 1 Hari Draft Lampiran
* |menentukan formula indikator. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki Tidak Formula Indikator
|
v; ’ I =
5. |Menyusun formula untuk setiap indikator yang masuk ke dalam IKU SKPD ? CI o dll:ﬁ::? PRI 5 Jam Lampiran IKU
7. |Menindaklanjuti hasil rapat dan Menyusun Dokumen KU SKPD E Notulen Rapat 15 Hari E(rsn Dokumen
; ]
8 Memeriksa draft IKU. Jika setuju maka akan memaraf draft IKU. Jika tidak setuju, maka Draft Dokumen | Hari Draft IKU yang
* |akan dikembalikan untuk diperbaiki Tidak IKU telah diparaf
L
Dokumen IKU
Ya
9. |Menandatangani IKU SKPD :;:U yang telah 3 Jam yang telah
L ditandatangani
| Dokumen IKU
10. |Mengirimkan ke Organisasi (: yang telah 1 Jam Tanda terima dari

ditandatangani

Organisasi




NOMOR SOP SOP-PR-06
TANGGAL PEMBUATAN 7 SEPTEMBER 2020
TANGGAL REVISI 31 AGUSTUS 2020
TANGGAL EFEKTIF 7 SEPTEMBER 2020
DISAHKAN OLEH SEKRET
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial
Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003
SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP PENYUSUNAN SP DAN SOP
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinsos
2. Standar ISO 9001:2015, Klausul 8.5 2. Memahami sistem IT
3. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
4. Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Surat Masuk 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penyusunan SP dan SOP tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat program 1. Dokumen SP dan SOP
kerja di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2. Nota Pengantar




SOP: PENYUSUNAN SP DAN SOP

NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBAG KEPALA
DINSOS PERENCANAAN | STAF Siod “[pEBLERGEARAN b WARIN: QUTFUT
Memberikan petunjuk untuk  mulai :
L menyusun Dokumen SP dan SOP (D i S0 Menit: | Hote Feogmarmn
Menginformasikan bidang untuk menyusun ~ I Disposisi Nota
2. SP dan SOP masing-masing Bidang = i 4J5m Pengantar
Menghimpun SP dan SOP dari masing- Disposisi Nota _ |sP dan soP
3. : ; 14 Hari |_.
masing bidang L Pengantar Bidang
B
\
J
4 |Memeriksa SP dan SOP dari bidang dan B vask] SP dan SOP 5 Hari |Dokumen SP
" |[menyusun Dokumen SP dan SOP SKPD Bidang dan SOP SKPD
| Ya
Memeriksa Dokumen SP dan SOP SKPD.| | - B
- Jika setuju maka akan memaraf Dokumen| | Dokumen SP dan 2 Hari |dan SOP van
* |SP dan SOP. Jika tidak setuju, maka akan| .1 . : = . 1 |SOP SKPD g
. . . . Tidak telah diparaf
dikembalikan untuk diperbaiki ' }
Memeriksa Dokumen SP dan SOP SKPD. Ya : ' |Dokumen SP dan ?:ﬁ‘;g;ns?{l;l)
6. |Jika setuju maka akan ditandatangani. Jika Q | |[SOP yang telah 1 Hari yang telah
tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki ‘ Tidak |diparaf ditandatangani
Ya___ Dokumen SP dan
7. |Menyimpan Dokumen SP dan SOP SKPD ) SOPSKPDyang | 4 jam |arsip

telah
ditandatangani




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

NOMOR SOP SOP-PR-07

TANGGAL PEMBUATAN 7 SEPTEMBER 2020
TANGGAL REVISI 31 AGUSTUS 2020
TANGGAL EFEKTIF 7 SEPTEMBER 2020

DISAHKAN OLEH SEKRETARIS

Putu pi Suparnaca, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

SUB BAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP :;EKN)WSUNM DOKUMEN PERJANJIAN KINERJ
DASAR HUKUM: PELAKSANA: I 3
1. UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinsos
2. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Memahami IKU dan RENSTRA SKPD
3. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 3. Memahami sistem IT
4. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, 4. Memahami Teknis DPA

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah 5 Mampu mengoperasikan Microsoft Office
6 Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. SOP RENSTRA 1. Komputer
2. SOP IKU 2. Printer
3. SOP DPA 3. ATK
4. Renstra
PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penyusunan PK tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat perencanaan
program di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1. Lampiran PK
2. Notulen Rapat
3. Renstra




SOP: PENYUSUNAN SKM

MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBAG KEPALA
DINSOS PERENCANAAN STAF DINSOS KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT
1. [Memberikan petunjuk untuk "
mulai menyusun Dokumen SKM ; .+ [Nota
CI) S Pengantar
2. |Menugaskan staf untuk Disposisi
menghlmpun hasil SKM masing Nota Pengantar 2 Jam |Nota
masing Layanan Pengantar
3. [Menghimpun SKM dari masing- Data hasil
masing layanan E:' Disposisi Nota | Hari |survei
Pengantar layanan
4. |Menyusun Dokumen SKM SKPD
Data hasil survei 3 Hari Dokumen
= layanan SKM SKPD
5. [Memeriksa Dokumen SKM ’ :
SKPD. Jika setuju maka akan . S [, , 7 Eiohiinian
memaraf Dokumen SKM. Jika Dokumen SKM 2 Hari |SKM
g g arl yang
tidak setuju, maka akan Ya SKPD telah diparaf
dikembalikan untuk diperbaiki | [ ( ~~f ~
6. |Memeriksa  Dokumen  SKM ! Dokumen
SKPD. Jika setuju maka akan <> Dokumen SKM ~ |SKM SKPD
ditandatangani. Jika tidak maka yang telah diparaf 1 Hari |yang telah
dikembalikan untuk diperbaiki TYa ditandatanga
: ni
7 Menyimpan Dokumen SKM Dokumen SKM
SKPD ( ) SKPD yang telah 1 Jam |Arsip

ditandatangani




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP SOP-DATA-02

Tanggal Pembuatan | 7 SEPTEMBER 2020

Tan Revisi 31 AGUSTUS 2020

' Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 E

Disahkan oleh

YAYAN SUTRISNA, S.Sos
NIP. 196812241994031005

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Kasi Pengolahan Data dan Informasi Kessos

ISR TURAN (PBI) KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS )

PELAYANAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

|

1. UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
2. Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2012
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
3. SK Bupati Buleleng tentang Peserta Awal Penerima Bantuan Iuran
Daerah Kabupaten Buleleng
4. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten
Buleleng dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Cabang Singaraja

Keterkaitan SOP

Peringatan

Jika SOP Pelayanan Kepesertaan KIS secara Reguler tidak
dilaksanakan maka Pendaftaran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran
Daerah terhambat

- Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan
Pengusulan kepesertaan PBI (kepesertaan baru dan Pengalihan )

- Memahami teknik pengentrian data kepesertaan

- Memahami teknis pengarsipan dokumen

- Memiliki tingkat ketelitian kerja

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Lemari arsip

Pencatatan & Pendataan
Usulan dalam bentuk soft copy




SOP: Pelayanan Kepesertaan KIS secara Reguler

(PBI) KIS dan mengarsip

kendaraan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
ul.m“ KASI DATA STAF KA. DINSOS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menerima usulan dari Desa/ Kelurahan melalui form s I
mig 34 dan atau form mig 37 untuk selanjutnya e . L:tmg o
1 |ditindaklanjuti oleh Kasi pengolahan data dan informasi . Dokumen listing 10 Menit calon Peserta
K PBI KIS
essos
Menyampaikan ke staf untuk menyiapkan usulan untuk o Listing usulan
2 |verifikasi dokumen usulan Peserta KIS Penerima Bantuan Dokumen listing, dan 5 Menit calon Peserta
Iuran l komputer PBI KIS
Menyiapkan bahan verifikasi usulan Kepesertaan, berupa Dokumen listing, dan 2 Sling nayan
3 a : = Tidak 4 1 10 Menit calon Peserta
pengecekan pengisian form, sesuai ketentuan Va komputer PBI KIS
—
Memverifikasi dokumen usulan Kepesertaan, menyiapkan l o
konsep usulan menyeluruh dan memberikan petunjuk Dokumen listing, dan ) Listing usulan
4 |kepada staf untuk mengkompilasi seluruh usulan yang komputer 10 menit calon Peserta
masuk PBI KIS
b - . Listing usulan
Memeriksa kompilasi usulan ,surat pengantar untuk Dokumen usul dan hasil ;
5 : SR . : 10 Menit calon Peserta
lanjut Mohon paraf ke Kabid linjamsos verifikasi
PBI KIS
: A Listing usulan
6 Mex"nenksa kompilasi usulan ,surat ;?enganta:t' untuk Dol Geilar 10 menit calon Peserta
lanjut Mohon tanda tangan kepala Dinas Sosial PBI KIS
Memeriksa lanjut menandatangani usulan untuk lanjut Listing usulan
7 |dikirim ke Badan Penyelenggara Jamina Sosial Kesehatan Dokumen usulan 5 menit calon Peserta
Cabang Singaraja ; PBI KIS
Menunjuk staf untuk mengirimkan usulan peserta o
penerima Bantuan luran (PBI) KIS, ke Badan ) Listing usulan
8 |Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Dokumen usulan 10 menit calon Peserta
Singaraja PBI KIS
o ; Listing usulan
o Mengirimkan usulan peserta Penerima Bantuan Iuran ,< ) Dokumen usulan , 10 menit oalod iCaserhy

PBI KIS




SOP: Pelayanan Kepesertaan KIS tanpa cut off

(PBI) KIS dan mengarsip

kendaraan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
ml J“m“ KASI DATA STAF KA. DINSOS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menerima usulan dari Desa/ Kelurahan / masyarakat e
g melalui untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kasi C\ Dok listi S0 Mt L:;tmgP us‘.‘rltanPB]
ngolahan data dan informasi Kessos okumen lisung cpl ca'on tescria
peng L KIS
. ; 3 Listing usulan
2 Meny eleksi teknik pengusulan yang harus dilakukan / Dukumen listing 5 menit calon Peserta PBI
ditentukan
| KIS
Menyampaikan ke staf untuk menyiapkan usulan tanpa cut 2 o Listing usulan
2 |off verifikasi dokumen usulan Peserta KIS Penerima Dokumen listing, 5 Menit calon Peserta PBI
Bantuan luran dan komputer KIS
Menyiapkan bahan verifikasi usulan Kepesertaan , berupa = 1k Dokumen listing, - Listing usulan
3 3 = Tidak — 10 Menit calon Peserta PBI
pengecekan calon peserta, sesuai ketentuan dan komputer KIS
Memverifikasi dokumen usulan Kepesertaan, menyiapkan vl;. R
; . S Listing usulan
konsep usulan menyeluruh dan memberikan petunjuk l Dokumen listing, n
4 e, 10 menit calon Peserta PBI
kepada staf untuk mengkompilasi seluruh usulan yang dan komputer KIS
masuk
: -y . Dokumen usul Listing usulan
5 Memeriksa kompllasAn us‘ul.an ,surat pengantar untuk lanjut s Siaail 10 Menit calon Peserta PBI
Mohon paraf ke Kabid linjamsos : 2
verifikasi KIS
Memeriksa lanjut menandatangani usulan untuk lanjut Listing usulan
6 |dikirim ke Badan Penyelenggara Jamina Sosial Kesehatan Dokumen usulan 5 menit calon Peserta PBI
Cabang Singaraja KIS
Menunjuk staf untuk mengirimkan usulan peserta o
penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS, ke Badan Penyelenggara ) Listing usulan
7 |Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singaraja Dokumen usulan 10 menit zlson Peserta PBI
o8 ; Listing usulan
8 Mengirimkan usulan peserta Penerima Bantuan Turan _O Dokumen usulan, {0ivnenit calon Peserta PBI

KIS




Nomor SOP SOP-DATA-01

Tanggal Pembuatan 7 SEPTEMBER 2020
\ Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020
\ Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020 J
Ay T Disahkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sos
f\ ooy
Pemerintah K_am&?:én Buleleng
Dinas Sosial (\)” /
i

YAYAN SUTRISNA, S.Sos
NIP. 196812241994031005

Kasi Pengolahan Data dan Informasi Kessos NAMA SOP T RS LY KEN G gggf ORERATOSE

1. memahami prosedur verifikasi dan validasi Data terpadu

1. Permensos RI No 28 tahun 2017
2. Mahir melaksanakan verivali BDT melalui aplikasi SIKS - NG

2. Permensos RI No 5 tahun 2019
3. SE No 01 tahun 2017
4. SK Bupati Buleleng

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
SOP Persiapan Bintek merupakan bagian Awal dari SOP Pelaksanaan |1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar

Bintek 2. Komputer
3. ATK

Pencatatan & Pendataan

Peringatan
Lembar Tanda Terima




SOP: Persiapan pelaksanaan Bintek

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
LINJAMSOS KASI DATA STAF KA. DINSOS | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Memerintahkan kepada Kasi Data untuk
1 mengumpulkan bahan dan data dalam rangka ( ,L Program kerja 5 Menit Disposisi
pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator Desa
y
Membuat konsep surat permohonan peserta dan A L : Konsep Surat
2 g :
jadwal pelaksanaan bintek Disposs 1) Rt Permohonan
3 Mengetik surat‘ permohonan peserta dan jadwal Kansep 10 Menit Draft Surat
pelaksanaan bintek
Draft ¢ Draft Surat
4 [Memeriksa draft surat permohonan S 5 menit vang sudah
permohonan S
diperiksa
- : . Surat yang
5 Memeriksa draft surat dan lanjut memberikan Draft surat 5 Menit e
paraf permohonan
paraf
Surat yang
4 2 4 Surat permohonan -
6 ’r;’/i:ntzc;ntl;;a :;aft surat dan lanjut memberikan oang sadeh & 10 Menit sudah di
7 Menu‘n_!uk dan membuat surat tugas staf untuk s el resemnes 10 Menit Surat
mengirimkan surat permohonan permohonan
8 Mengirimkan surat permohonan dan 'O Sorat pesmobicns 8 Jam Tanda terima

mengarsipkan

surat




SOP: Pelaksanaan Bintek

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Skt
LINJAMSOS KASI DATA STAF KA. DINSOS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Memerintahkan kepada Kasi Data untuk
1 |mengumpulkan bahan dan data dalam rangka O Program kerja 5 Menit Disposisi
pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator Desa
2 |Menyiapkan Materi Bimbingan Teknis Bahan Materi 45 Menit Materi Bimtek
3 Menyiapkan Dz.aftar Hadir peserta sesuai jadwal Disposial 5 Menit Daftar Hadir
pelaksanaan bintek
4 |Pengisian Daftar Hadir Daftar Hadir 10 Menit S
yang telah terisi
Draft Surat
5 |Pemberian materi Bintek Materi 4 jam yang sudah
diperiksa
6 |Penyampaian resume Bintek resume bintek 10 Menit Resume bintek
; |Penekanan langkah- langkah yang harus ;O 6 Mamit

dilakukan masing- masing fihak




SOP: Proses verifikasi BDT Melalui SIKS- NG

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN i
LINJAMSOS KASI DATA STAF KA. DINSOS DESA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menyiapkan }.3asxs Data terpadu yg diterima dari Data 15 Menit |BDT
pusat melalui SK Mensos
o BD‘I“. d:.kmm‘ ke Desa melalui operator SIKS-NG di BDT 30 BDT yang terkiri
masing-masing Desa/Kelurahan
Pelaksanaan Verivali di Tingkat Desa melalui BDT yang
i Musdes/Muskel ok 6 Bulan terverivali
4 |Penginputan oleh operator Desa BDT 6 Bulan |Terinputnya BDT
5 |Penerimaan Hasil Verivali Desa “ BDT 30 Menit |BDT hasil verivali
6 |Pengecekan Hasil Verivali Desa '|BDT 15 Menit |BDT hasil verivali
7 |Persetujuan untuk Finalisasi BDT 10 Menit |BDT hasil verivali
ST .. |BDT hasil verivali
8 i g
Finalisasi tingkat Kabupaten BDT yang diinput 30 Menit g feriit
; s g Usulan BDT
9 Pembuatan SK Bupati sebagai usulan tingkat X SK Bupati 30 Menit |berdasaticast B
Kabupaten Bupati




Dasar Hukum

1 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

2 Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008
Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Pemberian
Bantuan Korban Bencana Alam

Keterkaitan SOP
SOP Pemberian Bantuan

Pelaksanaan pemberian bantuan haruscepat dilaksanakan karena ini adalah
merupakan tanggap darurat dan kejadian luar biasa

Nomor SOP : SOP-PB-01

Tanggal Pembuatan |[: 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi : 31 AGUSTUS 2020

Tanggal Efektif : 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh Kepala Bidang Perlindungan

dan Jaminan Sosial
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG N‘:Vf
DINAS SOSIAL YAYAN SUTRISNA,S.Sos.
NIP. 19681224199403 1 005.
N
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL Nama SOP PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA
PASCA BENCANA

Kualifikasi Pelaksanaan

Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem
dan Prosedur Pemerintahan.

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer dan Kelengkapannya
2. Hasil Observasi dan Pendataan
3. Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dalam setiap pemberian bantuan kepada korban bencana harus dibuatkan

Berita Acara Serah Terima Barang dan dicatat dalam buku laporan sebagai
bahan pelaporan untuk pertanggungjawaban sebagai barang milik pemerintah




PELAKSANA MUTU BAKU
ek KESREn Perbekel | Feugas |KASILINSOS| g kaDls | PETUGAS [ racana | PETUGAS | KORBAN 1 0 cnaiapan WAKTU OUTPUT ki
ADM PB LAPANGAN GUDANG BENCANA
1 |Perbekel / Lurah melaporkan kejadian bencana - KApE S Manit Laporan diterime
2 Pe.tug.as adm menerima dan merekap laporan Dts s Menit Pancetstan Rekap Data
kejadian bencana
3 Kepala Seksi Linsos menerima rekap laporan dan LR — Laporsn diverima
menyerahkannya kepada Kepala Bidang
Kepala Bidang menerima laporan dan Kabid Menerima
4 melaporkannya kepada Kepala Dinas I Mapaeen Sienit Lappedih ditisiena Laporan.
Kepala Dinas menerima laporan dan menugaskan Instruksi Kadis kepad
5 |Kepala Bidang dengan mengajak TAGANA untuk Instruksi 10 Menit Instruksi Kabid.
mendata korban ke lapangan
Pencatatan Korban |Melaksanakan
6 Kepala Bidang bersama Kepala Seksi Linsos, petugas * Bonditee 1 Harl Bencana Per'mdataan ke Lokasi
lapangan dan TAGANA mendata korban bencana di terjadinya Bencana
lapangan
Petugas lapangan merekap data dan Tidak Data Korban Data Korban
d menyerahkannya kepada Kepala Seksi Linsos | ¥ Baricaha 15 Menit Bencana Rekap Data
Kepala Seksi Linsos menerima, mengoreksi dan Data Korban Koreksi Data
8 |menyerahkan rekap data korban bencana kepada Koreksi 10 Menit Bencana
Kepala Bidang I
* Kadis Menerima
9 |Kepala Bidang menerima dan menyerahkan rekap Ya Laporan 10 Menit Laporan diterima |Laporan
data korban bencana kepada Kepala Dinas
Kepala Dinas menerima rekap data korban bencana Instruksi Kadis kepat
dan menugaskan petugas gudang untuk Instruksi S Menit Instruksi Petugas Gudang.
10 |menyiapkan bahan bantuan K
Petugas Gudang menyiapkan bahan bantuan dan Petugas Gudang
11 |melaporkan kesiapan penyalurannya kepada Kepala Laporan 5 Menit Laporan diterima |melapor kepada
Dinas Kadis. ol
Kasi Linsos menerim
12 |Kepala Dinas menugaskan Kepala Seksi Linsos untuk Instruksi 5 Menit Instruksi Perintah Kadis
menyalurkan bantuan 5
; Penyaluran Penyaluran Kelokasi Bencana
13 |Kepala Seksi Linsos bersama petugas lapangan dan * * Bantuan 1 Hari Bantuan
TAGANA menyalurkan bantuan ke Desa _
i | Barang Bantuan Barang Bantuan |Bantuan diterima ol
14 Kepala Desa menerima bantuan dan diterima 30 Menit diterima aparat desa dan
menandatangani Berita Acara penyerahan bantuan masyarakat korban
dan menyalurkannya kepada korban bencana bencana _
Penerimaan Penerimaan Bantuan diterima ol
15 |Korban bencana menerima bantuan dan bantuan 10 Menit bantuan korban bencana

menandatangani tanda terima




Nomor SOP : SOP-PB-02
Tanggal Pembuatan |: 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi : 31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif : 7 SEPTEMBER 2020
Disahkan Oleh Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG N W/ '
DINAS SOSIAL YAYAN SUTRISNA,S.Sos.

NIP. 19681224 199403 1 005.

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL Nama SOP PEMULANGAN ORANG TERLANTAR
PASCA BENCANA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem dan
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Prosedur Pemerintahan.

Keterkaitan SOP Peralatan/Perlengkapan
SOP Pemulangan Orang Terlantar 1. Komputer dan Kelengkapannya

2. Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pemulangan harus cepat dilaksanakan karena Dinas Sosial Tidak Punya Rumah Pelaksanaan pemulangan orang terlantar harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima

singgah atau penampungan sementara dan Dokumentasi.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO- FESIRTAN Oranng | Petugas | . insos | Kabid Kadis | Sopir | KELENGKAPAN [ WAKTU OUTPUT RETERARGAR
Terlantar ADM —
Orang terlantar datang mohon untuk dipulangkan ke ?_ . 5 Menit ik Parmaiiondh
1 |alamat asal
Ya
2 |Petugas adm memverifikasi berkas permohonan Digostsl 5. Bt Dsposis! Do T b
Kasi Linsos menerima berkas permohonan yang sudah Tidak i
diverifikasi dan menugaskan petugas adm untuk Instruksi 10 Menit Surat Pemulangan Koreksi Kabid
3 |membuatkan surat pemulangan E
Petugas adm membuat surat pemulangan dan Pembuatan 10 Menit Surat Pemulangan Staf Administrasi
4 |menyerahkanna kepada Kasi Linsos
Kasi Linsos mengoreksi surat pemulangan, jika belum
benar dikembalikan dan jika sudah benar diserahkan Ya
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan dimintakan Koreks Sihbern Surat Pemulangan Eorecs kas!
5 |tandatangan kepala Kepala Dinas Tidak i
. . Tidak Ya )
Kepala Bidang menerima surat pemulangan, memaraf Paraf 5 Menit Surat Pemulangan Paraf Kabid
6 |dan memintakan tandatangan Kepala Dinas :
Kepala Dinas menandatangani surat pemulangan dan
menugaskan Kasi Linsos untuk memulangkan orang Tanda Tangan 10 Menit Surat Pemulangan Tanda Tangan Kadis
7 |terlantar i
Kasi Linsos menugaskan sopir untuk menyiapkan Instruksi 5 Menit Menyiapkan Mobil Pengantaran
8 |kendaraan
Sopir menyiapkan kendaraan untuk pengantaran Kendaraan 10 Menit Siap Berangkat Petugas Pengantar
9 |orang terlantar
10 Orang Terlantar Siap Pulang |Petugas Pengantar Menyerahk
Kasi Linsos memulangkan orang terlantar ke daerah Ke Daerah Asalnya kepada Keluarganya.
asalnya (bagi orang terlantar yang berasal di wilayah Panulngan 1 Hari
Propinsi Bali, dan bagi orang terlantar yang berasal
dari luar Pulau Bali, diantar sampai ke pelabuhan dan
diberikan uang transport). -
Orang Terlantar Siap Pulang |Petugas Pengantar Menyerahk
11 |Orang terlantar pulang ke daerah asalnya Pemulangan 1 Hari Ke Daerah Asainya kepada Kelusrganys.




Nomor SOP : SOP-PB-03

Tanggal Pembuatan |: 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi : 31 AGUSTUS 2020

Tanggal Efektif : 7 SEPTEMBER 2020

PASCA BENCANA

Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
2 SK. Bupati Buleleng Nomor 900/189/HK/2014 Tentang Penetapan
Biaya Evakuasi dan Penguburan Mayat Terlanttar.

Keterkaitan SOP
SOP Penguburan Mayat Terlantar

Peringatan
Pelaksanaan Penguburan Mayat Terlantar harus secepatnya dilaksanakan agar mayat
tersebut tidak terlalu lama tersimpat di kamar jenasah rumah sakit.

Disahkan Oleh Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial
A
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG @ \“vl/“'
DINAS SOSIAL YAYAN SUTRISNA,S.Sos.
NIP. 19681224 199403 1 005.
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL Nama SOP PENGUBURAN MAYAT TERLANTAR

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem dan

Prosedur Pemerintahan.

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Kelengkapannya

3. Lokasi Penguburan

2. Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial

Pencatatan dan Pendataan
Setiap penguburan mayat terlantar harus dibuatkan file
dan dokumentasi.




PELAKSANA MUTU BAKU
& NECGIATAN Kepolisian |  Kadis Kabld | Rasitinene| PeRRs | DR/MULT] Petugis RSUD KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT gt
Adm Gereja Kubur
1 2:::::::;nm;r;g:::l:::::net:ohonan aian - Permohonan 5 Menit Surat Permohonan
2 Kme::;’s:l:la:l :’:::;T:;:::m"" o i Disposisi 5 Menit Disposisi Disposisi Kadis
3 :‘::::i:’:::y’::::;Eax‘:m?:g:'" Disposisi 5 Menit Disposisi Disposisi Kabid
4 |Kasi Linsos menerima disposlsi dan menugaskan Instruksi 5 Menit Disposisi Disposisi Kasi
petugas adm menyiapkan proses penguburan
Tidak Surat Permohonan Izin Kubur
_* Mayat
5 Permohonan 10 Menit Permohonan Izin
Petugas adm membuat surat permohonan
penguburan kepada Desa Pakraman/MU|/Gereja
Tickak Koreksi Surat permohonan izin
6 |Kasi Linsos mengoreksi surat dan meneruskannya Surat Permohonan 5Menit  |penguburan Surat dikoreksi
kepada Kepala Bidang untuk diparaf
Kepala Bidang mengoreksi surat, memaraf dan Ya Kabid mengoreksi dan
7 |meneruskannya kepada Kepala Dinas untuk Koreksi dan Paraf 5Menit  [Surat sudah dikoreksi dan memarafnya
ditandatanngani diparaf
Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Ya
8 |surat, dan menyerahkan kepada petugas adm Tanda Tangan 5 Menit Tanda Tangan Surat Surat sudah ditanda tangani
untuk dikirim Kadis.
* Surat sudah diantar/dikirim Surat sudah dikirim dan
Petugas adm menngirim surat kepada Desa Surat 1Jam diterima
9 |Pakraman/MUI|/Gereja
Desa Pakraman/MUI|/Gereja menerima surat dan
memberikan jadwal penguburan kepada Kepala * Surat 2 Hari Surat Balasan Surat sudah dibalas
10 |Dinas
11 :iedp:r:: l::::i r:"e:::::::nsurat kepada Kepala ‘-—1 Disposisi 5 Menit Disposisi Disposisi Kadis
Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi Linsos
untuk mempersiapkan penguburan dan *-‘ Instruksi 5 Menit Disposisi Disposisi Kabid
12 |[menghubungi petugas kubur
Kasi Linsos Mengubungi Petugas
13 |Kasi Linsos mempersiapkan penguburan dan Persiapan 1 Harl Perslapan Kubur
menghubungi petugas kubur
Mayat terlantar sudah siap
14 |Petugas kubur menggali kubur dan menyampalkan Petugas Kubur 2 Jam Petugas sudah menyiapkan dikubur
kesiapan kubur kepada Kasi Linsos penguburan
Kasi Linsos Mengubungi Pihak Rumah Sakit untuk Jenasah sudah siap diantar Jenasah dibawa pakai mobil
15 |persiapan penguburan Koordinasi 15 Menit  |kelokasi ambulance
Rumah sakit membawa mayat terlantar ke lokasi Jenasah diturunkan dari Mobil |Jenasah siap dikubur
16 |penguburan * Ambulance 1Jam Amulance
;7 i Tukang Kubur 2t Jenasah dimasukan keliang Jenasah sudah dikuburkan

Petugas Kubur menguburkan mayat terlantar

kubur




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

: |01/JKJIK
. |7 September 2020
: |31 Agustus 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

. |7 September 2020
: Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Disahkan Oleh

14

SEKSI JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

YAYAN SUTRISNA, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681224 199403 1 005

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Judul SOP : Penanganan Program Keluarga Harapan

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Surat Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/LJS/01/2017
tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Sosial Non Tunai PKH

Surat Kesepakatan Daerah untu berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) tanggal 30 Maret 2010

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non
Tunai

Keterkaitan SOP

SOP Penanganan Program Keluarga Harapan.

Peringatan

Apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajibannya baik bidang pendidikan
maupun bidang kesehatan akan di kenakan verifikasi

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Kualifikasi Pelaksana
Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan Prosedur
Pemerintahan

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan Prosedur
Pemerintahan

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan Prosedur |
Pemerintahan

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan Prosedur
Pemerintahan

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan Prosedur
Pemerintahan

Peralatan/ Perlengkapan

Komputer dan kelengkapannya

Hasil kajian

Panduan penyusunan Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pencatatan & Pendataan

Dokumen disimpan secara Data Elektronik dan Manual sebagai Dokumen Negara




PENANGANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

No

Aktifitas

Pemohon

Mutu Buku

Kepala Dinas

Kabid

Kasi

Staf

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Kabid menugaskan Kasi untuk Menerima
Data Base Calon Peserta Program
Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian
Sosial Rl (sesuai by name by address)

Intruksi

5 Menit

Disposisi

Kasi dan Operator PKH menerima
kelengkapan surat dan Formulir Validasi
data dari UPPKH Pusat

Disposisi

5 Menit

Disposisi

Disposisi Kabid

Kasi beserta Operator dan Pendamping
PKH Melakukan Sosialisasi Program
Keluarga Harapan (PKH)

Disposisi

5 Menit

Disposisi

Disposisi Kasi

Kasi beserta Operator dan Pendamping
PKH MelakukanPertemuan awal dan
Validasi data calon Peserta Program
Keluarga Harapan (PKH)

Data PKH

10 Menit

Proses Koordinasi

Kasi beserta Operator dan Pendamping
PKH Melakukan Pemutahiran data dan
Verifikasi Komitmen KSM Pada Service
Provider Kesehatan dan Pendidikan

v

A

Data PKH

7 Hari

Data PKH

Kunjungan ke kantor Desa,
Rumah KSM, Service Provide
Kesehatan dan Pendidikan.

Kasi dan Operator PKH Melakukan
Closing data Penyaluran Bantuan Tunai
Bersyarat KSM Peserta PKH serta
Membuat Berita Acara Final Closing data.

\ 4

Konsep / Data

10 Menit

Data PKH

Data penerima bantuan PKH
telah memenuhi Kriteria dan
syarat PKH.

Telah dilaksanakan verifikasi oleh
pendamping yang memenuhi syarat di
usulkan untuk melanjutkan bantuan

Konsep / Data

15 Menit

Data PKH

File usulan PKH




Nomor SOP -|[SOP-PSAL-05 -
Tanggal Pembuatan  |:| 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 1131 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :17 SEPTEMBER 2020 =
Disahkan oleh : Kepala Bidang Pelayanan day Rehabilitasi Sosiz
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG /
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP : |Pelaksanaan seleksi lansia
- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia - Petugas yang memahami permasalahan lansia
.- Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia - Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang lanjut usia
- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 20114 tentang sistem jaminan Sosial Nasional - Petugas memahami kriteria lanjut
- Perarturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
.- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pengiriman Surat - Format seleksi
- Komputer/laptop
- Lemari penyimpan berkas
Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data, (Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah in
sehingga pada jenjang berikutkan dalam pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN . A Petugas Petugas ;
Kadis Kades Kasi Seleksi | Verifikasi Kabid Kelengkapan Waktu Output
1 [Kadis bersurat ke Desa mohon data lansia Surat dan buku 660 |Tanda terima
ekspidisi menit |surat
2 |Kepala Desa mengirimkan data lansia Data lansia 1650 |Data lansia
Menit
3 |Kepala Seksi menerima data lanjut usia dan membuat jadwal seleksi Data lansia 330 |Data lansia
menit
4 |Petugas mengirim jadwal seleksi ke Desa Data lansia 660 [Data lansia
Menit |verifikasi
5 |Petugas melaporkan kesiapan Desa untuk pelaksanaan seleksi
6 |Kepala Seksi dan petugas seleksi ke desa untuk melaksanakan panduan/blangko 660 |Data lansia yg
seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi seleksi Menit |sudah diseleksi
7 |Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi data hasil seleksi 330 |rekap data hasil
dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala seksi Menit |seleksi
8 |Kepala seksi menerima hasil verifikasi data lansia dan menugaskan Data hasil seleksi 15 Menit | Data hasil sele
petugas untuk membuat laporan
9 |Petugas membuat laporan dan menyerahkan kepada Kepala seksi Tidak Data hasil koreksi 90 Menit | Draf laporan
untuk dikoreksi hasil seleksi
10 |Kepala Seksi mengoreksi laporan, jika sudah sesuai diserahkan Draf laporan 30 Menit | Draf laporan
kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar SR hasil seleksi
dikembalikan
11 |Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf dan menyerahkan Ya Draf laporan 15 Menit | Draf laporan
ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan
¢
12 |Kadis menetapkan lansia calon binaan Laporan hasil seleksi calon binaan
ditetapkan




Nomor SOP : JSOP-PSAL-08
Tanggal Pembuatan  |: | 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi ;131 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif : |7 SEPTEMBER 2020 7
Disahkan oleh 2 Kepala Bidang Pelayanan dgh Rehabilitasi Sosial
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG /
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP : [Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia

- Petugas yang memahami permasalahan lansia

- Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia - Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Bantuan ASLUT
- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 20114 tentang sistem jaminan Sosial Nasional - Petugas memahami kriteria lanjut usia terlantar
- Perarturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya - Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peralatan/ Perlengkapan
SOP Koordinasi - Laptop, komputer
SOP Bantuan - Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip
Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan (Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak

bisa terjadi tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah dapat ditambahkan pada lembar kosong)




terlantar, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang
untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan

Ya

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN g 3 Petugas Petugas ;
[ Kadis Kades Kasi Verifikasi Adia Kabid Kelengkapan Waktu Output
1 [Kadis bersurat ke Desa mohon data lansia terlantar Surat dan buku 660 |Tanda terima
-— ekspidisi menit |surat
2 |Kepala Desa mengirimkan data lansia Terlantar Data lansia 1650 |Data lansia
Menit
3 |Kepala Seksi menerima data lanjut usia terlantar dan memeriksa Data lansia 330 |Data lansia
kelengkapan data dan menyerahkan ke petugas verifikasi untuk menit
menganalisis kriteria lansia terlantar
4 |Petugas verifikasi meneliti kelengkapan data dan menganalisis Data lansia 330 [Data lansia
kriteria lansia terlantar dan menyerahkan hasilnya ke Kepala Tedal >I i 1| Menit |verifikasi
Seksi T
5 [Kepala seksi menerima hasil verifikasi dan membuat surat/ Data hasil verifikasi 30 Menit | Data hasil
jadwal seleksi dan menugaskan petugas adm untuk G koreksi
mengirimkannya ' Ya
6 [Petugas administrasi mengirim jadwal seleksi ke Desa Surat dan jadwal selsksi| 660 |Tanda terima
g Menit |surat
7 |Petugas melaporkan kesiapan Desa untuk pelaksanaan
seleksi kepada kepala seksi
8 [Kepala Seksi dan petugas seleksi ke desa untuk panduan seleksi data lansia
melaksanakan seleksi dan menyerahkan hasil seleksi terlantar hasil
kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi seleksi
9 |Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil draf data hasil seleksi data hasil
seleksi dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala seksi <2 verifikasi
10 |Kepala seksi menerima hasil verifikasi data lansia terlantar dan data hasil verifikasi rekap data hasil
menugaskan petugas untuk merekap data lansia terlantar verifikasi
11 [Petugas membuat laporan dan merekap data lansia terlantar - Data hasil koreksi 90 Menit | Draf laporan
dan menyerahkan kepada Kepala seksi untuk dikoreksi Lt hasil seleksi
12 |Kepala Seksi mengoreksi laporan dan rekapan data lansia "" Draf laporan 30 Menit | Draf laporan

hasil seleksi




Kepala Bidang menerima laporan dan rekapan data lansia
terlantar dan memaraf serta menyerahkan ke Kepala Dinas
Untuk di tetapkan

Draf laporan

15 Menit

Draf laporan

14

Kepala Dinas menetapkan penerima santunan hidup/jaminan
asistensi lanjut usia terlantar dan menyampaikan usulan
penerima aslut ke Pusat melalui Dinas Sosial Propinsi Bali

Laporan hasil seleksi

Draf usulan
penerima
jaminan Aslut




Nomor SOP -[SOP-PSAL-01 J
Tanggal Pembuatan |:| 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi :131 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :|7 SEPTEMBER 2020 N
Disahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dag Rehabilitasi S
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suésti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP :|Pelaksanaan Seleksi Data Anak

- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

.- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Permensos No. 16 Tahun 2017 Tentang Stadar Nasional Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

- Undang- Undang Rl Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

SOP Pengiriman Surat

Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data,
sehingga pada jenjang berikutkan dalam pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan Anak

- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Anak

- Petugas memahami tahapan Seleksi

Peralatan/ Perlengkapan

- Format seleksi
- Komputer/laptop
- Lemari penyimpan berkas

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawabh i
cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN . . Petugas Petugas ”
Kadis Kades Kasi Seleksi | Verifikasi Kabid Kelengkapan Waktu Output v
1 |Kadis bersurat ke Desa mohon data Anak Surat dan buku 660 |Tanda terima
ekspidisi menit |surat
2 |Kepala Desa mengirimkan data Anak Terlantar, Anak Nakal Data lansia 1650 |Data lansia
Menit
3 |Kepala Seksi menerima data Anak dan membuat jadwal seleksi E_ Data lansia 330 |Data lansia
menit
4 |Petugas mengirim jadwal seleksi ke Desa Data lansia 660 |Data lansia
Menit |verifikasi
5 |Petugas melaporkan kesiapan Desa untuk pelaksanaan seleksi
6 |Kepala Seksi dan petugas seleksi ke desa untuk melaksanakan panduan/blangko 660 |Data lansia yg
seleksi dan menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi seleksi Menit |sudah diseleksi
7 |Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi data hasil seleksi 330 |rekap data hasil
dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala seksi Menit |seleksi
8 |Kepala seksi menerima hasil verifikasi data lansia dan menugaskan Data hasil seleksi 15 Menit | Data hasil sele
petugas untuk membuat laporan
9 |Petugas membuat laporan dan menyerahkan kepada Kepala seksi Tidak Data hasil koreksi 90 Menit | Draf laporan
untuk dikoreksi . hasil seleksi
10 |Kepala Seksi mengoreksi laporan, jika sudah sesuai diserahkan Draf laporan 30 Menit | Draf laporan
kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar hasil seleksi
dikembalikan
11 |Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf serta menyerahkan Ya Draf laporan 15 Menit | Draf laporan
ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan
12 |Kadis menetapkan Data Anak calon binaan Laporan hasil seleksi calon binaan
ditetapkan




Nomor SOP 1 |SOP-PSAL-04
Tanggal Pembuatan :| 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi :|31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :|7 SEPTEMBER 2020 e
Disahkan oleh : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial "
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP :|Pendampingan Respon Kasus ABH dan AMPK
Kualifikasi Pelaksana
.- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Petugas yang memahami permasalahan Anak
- Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Rativikasi Konvensi Hak Anak - Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Anak
.- Kemensos Nomor 135/HUK/2009 tentang standart nasional pengasuhan - Petugas memahami kriteria Anak Untuk pendampingan kasus
dan Perlindungan Anak balita - Petugas bisa mengoperasikan komputer
-Kepmensos Nomor : 15A/HUK/2010 terntang Panduam Umum Program Kesj.
Anak.
- Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak
di LKSA

- Undang-undang No, 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan

Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah.

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

SOP Seleksi

SOP Bimbingan Sosial - Laptop, komputer j
SOP Pengiriman Surat - Perlengkapan ATK

- Lemari Arsip

P s atuoan 2 R
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan tidak tepat (Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup

sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah ditambahkan pada lembar kosong)




No KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
’ Kepolisian | Kadis Kabid/Kasi Peksos Kabid/Kasi Peksos Kelengkapan Wakitu Qutput

1 |Pihak Kepolisian menginformasikan kepada Kepala Dinas Surat/Berkas Kasus 60 menit
Sosial tentang adanya Kasus ABH dan atau AMPK -._

2 [Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang dan Kasi Disposisi Surat 30 Menit
untuk menindaklanjuti informasi dari Pihak Kepolisian

3 |Kepala Bidang/Kasi menugaskan kepada Sakti Peksos Untuk 30 Menit
melakukan penjangkauan terhadap kasus ABH dan atau AMPK

4 |Sakti Peksos melaksanakan asisment kasus ke Kepolisian untuk Berkas Laporan Sosial 360
tindak lanjut penanganan. Menit

5 |Pihak Kepolisian meminta pendampingan Kasus ABH , AMPK Berita Acara Pemeriksaan 120
selama proses hukum Menit

6 |[Sakti Peksos melapor kepada Kabid/Kasi untuk pendampingan Laporan Rekapitulasi 30 Menit
Kasus ABH, AMPK selama proses Hukum berjalan. Penanganan Kasus

7 |Kabid/Kasi menugaskan kepada Sakti Peksos untuk Surat Tugas 30 Menit
melaksanakan pendampingan sampai proses hukum selesai dan . Pendampingan
melaporkan perkembangan kasus secara berkala. l

8 [Sakti Peksos bersama Kepolisian saling koordinasi untuk Berkas proses 3s/d12
rencana tindak lanjut penanganan kasus ABH, AMPK selama w penanganan kasus dari bulan
dalam proses pemerikasaan sampai keputusan sidang ' awal sampai keputusan

akhir.

13 |Rehabilitasi dan Rencana tindak lanjut kasus setelah proses Surat Rekomendasi 7 Hari (1. LPKA (

hukum selesai 0 penitipan dan Lembaga
penempatan anak. Pembinaan
Khusus Anak,

2. LKSA




- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia
.~ Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 20114 tentang sistem jaminan Sosial Nasional

- Perarturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
.~ Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Keterkaitan SOP

SOP Pengiriman Surat
SOP Seleksi

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data,
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran dan klien tidak memahami bagaimana
meningkatkan taraf hidup mereka

Nomor SOP : |[SOP-PSAL-06
Tanggal Pembuatan |:| 7 SEPTEMBER 2020
e =
Tanggal Revisi : 131 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :|7 SEPTEMBER 2020
Disahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan daryRehabilitasi So
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Sueéti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP : |Pelaksanaan Bimbingan Sosial Lansia Luar Panti
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan lansia
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang lanjut usia
- Petugas memahami kriteria lanjut

- Petugas yang memahami materi Bimbingan

- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer

- Kertas Kerja

- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah in
cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA MUTU BAKU
. KE i
Mo GIATAN Kadis Kabid Kasi Petugas Kades l:: srt::i:l Kelengkapan Waktu Output
1 [Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan Disposisi 15 Menit | Disposisi
Sosial UEP bagi Lansia Produktif T
3 |Kepala Bidang menugaskan kepala seksi untuk menyiapkan Disposisi 15 Menit | Disposisi
pelaksanaan Bimbingan
4 [Kepala Seksi membuat surat Pelaksanaan Bimbingan sosial ke Surat/jadwal 30 Menit | Lokasi Bimb,
Kepala Desa dan surat permohonan narasumber dan bimbingan Narasumber
menugaskan petugas untuk dikirim
5 |Petugas mengirim surat ke desa dan ke instansi terkait Surat/jadwal 660 [Surat
@ bimbingan Menit
6 |Kepala Desa dan Instansi terkait menerima surat dan membalas & Surat/jadwal 330  |Surat
surat @ bimbingan Menit
7 |Kepala desa dan Instansi terkait membalas surat kesiapan i Surat/jadwal 990  |[Surat
pelaksanan bimbingan sosial ke Kepala Dinas bimbingan Menit
8 |Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang Surat 30 Menit [Surat
untuk melaksanakan Bimbingan Sosial @
9 |Kepala Bidang menugaskan Kepala seksi untuk melaksanakan 15 Menit |Surat
bimbingan sosial *
10 |Kepala seksi Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Berkas spj, 330 |Berkas spj
Bimbingan sosial ﬁ Menit
11 |Kepala seksi melaksanakan bimbingan sesuai jadwal Berkas spj, konsumsi 660 |spj...
‘ Menit




Nomor SOP : |[SOP-PSAL-02 r
Tanggal Pembuatan  |:| 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 1131 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif : |7 SEPTEMBER 2020 >
Disahkan oleh : Kepala Bidang Pelayanan daf Rehabilitasi So:
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG u/
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suésti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP : |Pelaksanaan Bimbingan Sosial UEP bagi anak

Dasar Hukum

- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

.~ Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Permensos No. 16 Tahun 2017 Tentang Stadar Nasional Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

- Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

SOP Pengiriman Surat
SOP Seleksi

Apabila SOP ini tidak dilaksakanan akan mempengaruhi tidak akuratnya perolehan data, sehingga
pelaksanaan kegiatan tidak tepat sasaran dan klien tidak memahami bagaimana meningkatkan taraf
hidup mereka

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan Anak

- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang Anak
- Petugas memahami kriteria penerima bantuan dan Bimsos Anak
- Petugas yang memahami materi Bimbingan

- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Kertas Kerja
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini.
cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KE i
. g Kadis Kabid Kasi Petugas Kades ltens:::i:l Kelengkapan Waktu Output
1 |Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan Disposisi 15 Menit | Disposisi
Sosial
3 |Kepala Bidang menugaskan kepala seksi untuk menyiapkan Disposisi 15 Menit | Disposisi
pelaksanaan Bimbingan
4 |Kepala Seksi membuat surat Pelaksanaan Bimbingan sosial ke Surat/jadwal 30 Menit | Lokasi Bimb,
Kepala Desa dan surat permohonan narasumber dan m bimbingan Narasumber
menugaskan petugas untuk dikirim -
5 [Petugas mengirim surat ke desa dan ke instansi terkait Surat/jadwal 660 |Surat
@ bimbingan Menit
6 |[Kepala Desa dan Instansi terkait menerima surat dan membalas Surat/jadwal 330 |Surat
surat bimbingan Menit
7 |Kepala desa dan Instansi terkait membalas surat kesiapan Surat/jadwal 990  (Surat
pelaksanan bimbingan sosial ke Kepala Dinas - bimbingan Menit
8 [Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang Surat 30 Menit [Surat
untuk melaksanakan Bimbingan Sosial B
9 |Kepala Bidang menugaskan Kepala seksi untuk melaksanakan 15 Menit [Surat
bimbingan sosial @
10 |Kepala seksi Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Berkas spj, 330 [Berkas spj
Bimbingan sosial _ Menit
11 |Kepala seksi melaksanakan bimbingan sesuai jadwal Berkas spj, konsumsi 660 |spj...
Menit




Nomor SOP -JSOP-PSAL-07 3
Tanggal Pembuatan  |:| 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi :131 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :17 SEPTEMBER 2020 o
Disahkan oleh : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosi:
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG /
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP : |[Melaksanakan penyerahan bantuan kepada lanjut usia
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia

.~ Undang-undang No. 43 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 20114 tentang sistem jaminan Sosial Nasional
- Perarturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya

= Uhd:ing-un-(iang No. 11 T;hdn.Z.009.te11.t.al‘1g Kesejahteraan Sosial

SOP Seleksi
SOP Bimbingan Sosial

SOP Pengiriman Surat

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan
tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah

- Petugas yang memahami permasalahan lansia
- Petugas yang memahami juklak/pedoman tentang lanjut usia
- Petugas memahami kriteria lanjut usia penerima bantuan

- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer

- Perlengkapan ATK

- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini
tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kepala Petugas Kepala Petugas Kepala Kepala
Desa | verifikasi | Seksi | Adm | Bidang | Dinas Kelogghapen.——~felitkin ot CuIgR:
1 |[Kepala Desa mengirimkan proposal permohonan bantuan Berkas proposal dan 1650 |Proposal
lansia kepada Kepala Dinas ._-_l kelengkapannya Menit
2 |Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan Berkas proposal 330 |Proposal hasil
menyerahan hasil verifikasi kepada Kepala seksi B Menit |verifikasi
3 |Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada Proposal hasil verifikasi| 330 |Draf proposal
petugas untuk di rekap Menit
4 |Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya Draf proposal 330 |Rekap proposal
diserahkan ke Kepala Seksi Menit
5 |Kepala seksi mengkaji untuk menentukan penerima bantuan Rekapan proposal 90 Menit | Proposal hasil
dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid. B rekapan
6 |Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian L laporan/rekap 60 Menit |penerima
penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas @ penerima bantuan bantuan
7 |Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan N— penerima bantuan yang | 30 Menit |penyusunan
menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun jadwal penyerahan sudah ditetapkan jadwal
bantuan penyerahan
Iy $11a%
8 |Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat Draf Jadwal penyerahan| 90 Menit |Jadwal
surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirikannya bantuan penyerahan
bantuan
9 |Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan Jadwal penyerahan 660
mengirimkan ke Desa bantuan Menit
10 |Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Kepala
seksi untuk memanggil penerima bantuan .
11 |Kepala seksi melaporkan kesiapan Kepala Desa menerima
bantuan kepada Kepala Dinas
12 |Kepala Dinas Menyerahkan bantuan Sembako, bibit ternak 990 |Sembako, bibit
Menit [ternak
13 [Kepala Desa Menerima bantuan =—_=% Sembako, bibit ternak bantuan diterimal




|

Nomor SOP -[SOP-PSAL-03 |
Tanggal Pembuatan  |:| 7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi -|31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :|7 SEPTEMBER 2020 /
Disahkan oleh : Kepala Bidang Pelayanan day Rehabilitasi Sosial
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti, SH
NIP. 1962 1231 1983 04 2 053
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Nama SOP :[Pemberian Bantuan Kepada Anak Terlantar, Anak Nakal

Dasar Hukum

- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Permensos No. 16 Tahun 2017 Tentang Stadar Nasional Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

- Undang- Undang Rl Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

SOP Seleksi
SOP Bimbingan Sosial

SOP Pengiriman Surat

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan/pemberian bantuan tidak tepat
sasaran karena bukan berdasarkan usulan dari bawah

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami permasalahan Anak
- Petugas yang memahami juklak/ pedoman tentang Permasalahan anak
- Petugas memahami kriteria Anak penerima bantuan

- Petugas bisa mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Perlengkapan ATK

- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup
ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kepala Petugas Kepala Petugas Kepala Kepala
Desa verifikasi Seksi Adm Bidang Dinas Kaleoghapan Mt et
1 |[Kepala Desa mengirimkan proposal permohonan bantuan Anak Berkas proposal dan 1650 |Proposal
kepada Kepala Dinas -—_1 kelengkapannya Menit
2 |Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan 4 Berkas proposal 330 [Proposal hasil
menyerahan hasil verifikasi kepada Kepala seksi @ Menit |verifikasi
3 |Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada Proposal hasil verifikasi| 330 |Draf proposal
petugas untuk di rekap Menit
4 |Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya Draf proposal 330 |[Rekap proposal
diserahkan ke Kepala Seksi ﬂ Menit
5 |Kepala seksi mengkaji untuk menentukan penerima bantuan Rekapan proposal 90 Menit [ Proposal hasil
dan hasilnya dikonsultasikan ke Kabid. @‘ rekapan
6 |Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian L laporan/rekap 60 Menit [penerima
penentuan penerima bantuan kepada Kepala Dinas @ penerima bantuan bantuan
7 |Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan ¢ penerima bantuan yang | 30 Menit |penyusunan
menugaskan Kepala Seksi untuk menusun jadwal penyerahan sudah ditetapkan jadwal
bantuan penyerahan
8 |Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat Draf Jadwal penyerahan| 90 Menit |Jadwal
surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirikannya bantuan penyerahan
bantuan
9 |Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan Jadwal penyerahan 660
mengirimkan ke Desa bantuan Menit
10 |Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Kepala
seksi untuk memanggil penerima bantuan . m
11 |Kepala seksi melaporkan kesiapan Kepala Desa menerima
bantuan kepada Kepala Dinas D@
12 |Kepala Dinas Menyerahkan bantuan Sembako, bibit ternak 990 |Sembako, bibit
Menit [ternak
13 |Kepala Desa Menerima bantuan Sembako, bibit ternak bantuan diterima




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP :{SOP -PD -01 iy
Tanggal Pembuatan |:]07 September 2020 ol
Tanggal Revisi 431 Agustus 2020 3

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

:17 September 2020 .

Kepala Bidang Pelayarfan dan Rehsos

Luh Emi Suesti,SH
NIP. 196212311983042053

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

:|Usulan Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (XE
Berat

Nama SOP

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konveksi
Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- Undang-undang No. 8 Tahun 2016Tahun 1998 tentang Penyandang '
Disabilitas

- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keterkaitan SOP
SOP Seleksi
SOP Bantuan

Peringatan

‘—

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial

- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dan
memahami program ASPD Berat Kemensos RI

-Memahami IT

Peralatan/ Perlengkapan
- Laptop, komputer

- Perlengkapan ATK

- Lemari Arsip, alat transfortasi

- Sepeda Motor

Pencatatan & Pendataan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. G Ket
. SESEATAN Kadis ::’:”:: Kades | KasiRSPD |  Staff Kelengkapan Waktu Output o
1 |Kadis bersurat ke Desa / Kelurahan mohon data penyandang disabilitas berat Surat Kadis 1 hann  |Tanda terima surat
2 |Kepala Desa / Lurah mengirimkan data Penyandang disabilitas berat Buku Ekspedisi 1 hari  |Data Penyandang
Disabilitas Berat
3 |Kepala Seksi menerima data penyandang disabilitas berat dan menyerahkan ke Staff untuk Data Penyandang 10 menit |Data Penyandang
memeriksa kelengkapan data h Disabilitas Berat Disabilitas Berat belum
terkoreksi
4 |Staff memeriksa kelengkapan data sesuai kriteria penyandang disabilitas berat dan 30 menit |Data Penyandang
menyerahkan hasilnya ke Kepala Seksi Disabilitas Berat hasil
Koreksi
5 |Kepala seksi memeriksa kelengkapan data dan membuat surat/jadwal verifikasi ke Surat Kadis 30 Menit
Desa/Kelurahan dan menugaskan petugas administrasi untuk mengirimnya. '
6 |Staff mengirim jadwal verifikasi ke Desa/Kelurahan - Surat Kadis 120 menit |Tanda terima surat
7 |Staf melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan Verifikasi data kepada 10 menit |Surat Perintah Tugas
kepala seksi dan menugaskan staff bersama pendamping melaksanakan verifikasi ‘—
8 |Staff bersama Pendamping ASPD Berat ke desa untuk melaksanakan verifikasi data dengan Instrumen pendataan | 280 memt |Instrumen pendataan sudah
mengisi instrumen pendataan dari Kemensos RL - terisi data
9 |Staff dan pendamping pendamping ASPD Berat menyerahkan hasilnya kepada Kepala seksi l . Data hasil verifikasi | 25 menit |data hasil verifikasi
10 |Kepala seksi menerima hasil verifikasi data penyandang disabilitas berat dan menugaskan Data Hasil verifikasi| 15 menit |Rekap data hasil verifikasi
staff untuk merekap data penyandang disabilitas berat -
11 |Staff membuat laporan dan merekap data penyandang disabilitas berat dan menyerahkan Rekap data hasil 45 Menit |Draf laporan hasil
kepada Kepala seksi untuk dikoreksi tidak <« verifikasi Verifikasi terkoreksi
12 |Kepala Seksi mengoreksi laporan dan rekap data penyandang disabilitas berat, jika sudah Draf laporan hasil 30 Menit | Draf laporan hasil
sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan Verifikasi terkoreksi Verifikasi terkoreksi
Ya
13 |Kepala Bidang menerima laporan dan rekap data penyandang disabilitas berat dan memaraf Draf laporan hasil 15 Menit  |Draf laporan hasil
serta menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di tetapkan Verifikasi terkoreksi Verifikasi terkoreksi dengan
faraf




Kepala Dinas menetapkan penerima bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (
ASPD ) Berat dan menyampaikan usulan ke Kemensos RI melalui Dinas Sosial Propinsi
Bali

Surat Pengantar Kadis

10 menit

Draf usulan penerima
Bantuan Dana ASPDBerat
Final




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP ]SOP-PD-04 g
Tanggal Pembuatan |:J07 September 2020

Tanggal Revisi 131 Agustus 2020 8
Tanggal Efektif 17 September 2020 o :

Disahkan oleh : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehsos

Luh Emi Suest?’'SH
NIP. 196212311983042053

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Nama SOP :|Pelaksanaan Seleksi Penyandang Disabilitas Produktif Calon Per
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP )

Penyandang Disabilitas

SOP Bantuan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016Tahun 1998 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan

dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

kalau tidak dilaksanakan seleksi data penyandang cacat calon penerima bantuan UEP tidak tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial
- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang

- Petugas yang memahami minat, bakat dan potensi Penyandang disabilitas

- Laptop, komputer
- Kertas Kerja

- Lemari Arsip
-Alat transfortasi

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan d

terukur kepada masyarakat ,

-



A. Data Kegiatan
1 | Judul SOP Pelaksanaan Seleksi Penyandang Disabilitas Produktif Calon Penerima Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif ( UEP )
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
a. Produk Kepala Dinas
b. Kegiatan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
4 |Scope (Ruang Lingkup) Pemerintah Kabupaten Buleleng
B. Identifikasi Kegiatan
Pelaksanaan Seleksi Penyandang Disabilitas Produktif Calon Penerima Bantuan Usaha
1 |Judul Kegiatan Ekonomi Produktif ( UEP )
2 |Langkah Awal Kadis bersurat ke Desa/Lurah mohon data penyandang disabilitas produktif
Kepala Seksi menerima data penyandang disabilitas produktif dan membuat jadwal seleksi
3 |Langkah Utama
4 |Langkah Akhir Kadis menetapkan penyandang disabilitas produktif calon penerima bantuan UEP
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 |Kadis bersurat ke Desa/Lurah mohon data penyandang disabilitas produktif
2 |Kepala Desa/Lurah mengirimkan data penyandang disabilitas produktif
Langkah Utama 3 |Kepala Seksi menerima data penyandang disabilitas produktif dan membuat jadwal seleksi

Petugas mengirim jadwal seleksi ke Desa/Kelurahan

Petugas melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan seleksi

Kepala Seksi dan petugas seleksi ke desa /Kel. untuk melaksanakan seleksi dan
menyerahkan hasil seleksi kepada petugas verifikasi

Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi dan menyerahkan
hasilnya kepada Kepala seksi

Kepala seksi menerima hasil verifikasi data penyandang disabilitas produktif dan menugaskan
petugas untuk membuat laporan

Petugas membuat laporan hasil seleksi dan menyerahkan kepada Kepala seksi untuk dikoreksi

Kepala Seksi mengoreksi laporan hasil seleksi, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala
Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan

Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di
tetapkan

Langkah Akhir

Kadis menetapkan penyandang disabilitas produktif calon penerima bantuan UEP




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN R R Petugas Petugas Keterangan
Kadis Kades Kasi Seleksi Verifikasi Kabid Kelengkapan Waktu Output
1 |Kadis bersurat ke Desa/Lurah mohon data penyandang disabilitas produktif - Surat dan buku ckspidisi 660 menit |Tanda terima surat
2 [Kepala Desa/Lurah mengirimkan data penyandang disabilitas produktif }_ |Data Penyandang Disabilitas 650 menit |Data Penyandang Disabilitas
3 |Kepala Seksi menerima data penyandang disabilitas produktif dan membuat jadwal seleksi Data Penyandang Disabilitas 330 menit |Data Penyandang Disabilitas
4 |Petugas mengirim jadwal seleksi ke Desa/Kelurahan 330 Menit |Surat dan jadwal seleksi
Kendaraaan bermotor, kertas,
komputetr,
5 |Petugas melaporkan kesiapan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan seleksi spt, surat, kriteria 15 menit  |Informasi kesiapan Desa/Kel.
6 |Kepala Seksi dan petugas seleksi ke desa /Kel. untuk melaksanakan seleksi dan menyerahkan Buku panduan, spt, data paca 280 menit | Data Penyandang Disabilitas hasil
hasil seleksi kepada petugas verifikasi Desa/Kel seleksi
7 |Petugas verifikasi mengumpulkan dan menverifikasi hasil seleksi dan menyerahkan hasilnya Data Hasil Verifikasi 60 menit | Data Penyandang Disabilitas hasil
kepada Kepala scksi Verifikasi
8 |Kepala seksi menerima hasil verifikasi data penyandang disabilitas produktif dan menugaskan Data hasil verifikasi 30 Menit | Data hasil koreksi
petugas untuk membuat laporan
9  [Petugas membuat laporan hasil seleksi dan menyerahkan kepada Kepala seksi untuk dikoreksi Tidak Data hasil koreksi 90 Menit  |Draf laporan hasil seleksi
10 [Kepala Scksi mengoreksi laporan hasil seleksi, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Draf laporan 30 Menit | Draf laporan hasil seleksi
Bidang untuk di paraf dan jika belum benar dikembalikan ?’_
11 |Kepala Bidang menerima laporan dan memaraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di Ya Draf laporan 15 Menit | Draf laporan
tetapkan
12 |Kadis menetapkan penyandang disabilitas produktif calon penerima bantuan UEP i JLaporan hasil seleksi calon penerima bantuan UEPditetapkan




Nomor SOP :|SOP-PD-03

Tanggal Pembuatan |:J07 September 2020

Tanggal Revisi 131 Agustus 2020

Tanggal Efektif :17 September 2020 -

Disahkan oleh Kepala Bidang Pelayagan dan Rehsos
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti,SH
NIP. 196212311983042053
Nama SOP :|Pelaksanaan Bimbingan mental, sosial dan

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

keterampilan kepada penyandang Disabilitas
Produktif

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konveksi Hak-Hak Penyandang
Disabilitas

- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tahun 1998 tentang Penyandang Disabilitas

- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut
Usia Terlantar

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas

SOP Pengiriman Surat
SOP Seleksi

Apabila SOP tidak dilaksanakan pembinaan mental, sosial dan keterampilan penyandang cacat
tidak tidak akan berdaya guna dan berhasil guna

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial

- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang
Disabilitas

- Petugas yang memahami bakat, minat potensi penyandang disabilitas

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer
- Kertas Kerja
- Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan
terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat ,




A.

Data Kegiatan

Pelaksanaan bimbingan mental, sosial dan keterampilan kepada penyandang

1| Judul SOP Disabilitas potensial
2|Jenis Kegiatan Rutin
3|Penanggung Jawab
a. Produk Kepala Dinas
b. Kegiatan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
4|Scope (Ruang Lingkup) Pemerintah Kabupaten Buleleng

. Identifikasi Kegiatan

—

Judul Kegiatan

Pelaksanaan bimbingan mental, sosial dan keterampilan kepada penyandang
Disabilitas potensial

L

Langkah Awal

Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan mental, sosial dan
keterampilan

W)

Langkah Utama

Kepala Bidang menugaskan kepala seksi untuk menyiapkan pelaksanaan Bimbingan
mental, sosial dan keterampilan

4

Langkah Akhir

Peserta Bimbingan memahami materi Bimbingan

C.

Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan mental, sosial dan
keterampilan

Langkah Utama

Kepala Bidang menugaskan kepala seksi untuk menyiapkan pelaksanaan Bimbingan
mental, sosial dan keterampilan

Kepala Seksi membuat surat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan mental,
sosial dan keterampilan kepada Kepala Desa/Lurah dan surat permohonan
narasumber kepada Dinas/Instansi terkait

Petugas mengirim surat ke Desa/Lurah dan ke instansi terkait

Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait menerima surat dan membalas surat

Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait membalas surat kesiapan pelaksanan
bimbingan mental, sosial dan keterampilan ke Kepala Dinas

Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang untuk melaksanakan
Bimbingan mental, sosial dan keterampilan

Kepala Bidang menugaskan Kepala seksi untuk melaksanakan bimbingan mental,
sosial dan keterampilan

Kepala seksi Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Bimbingan sosial

Langkah Akhir

10

Kepala seksi melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keterampilan sesuai jadwal




PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIATAN Ket:
. Kadis Kabid Kasi Petughs | Kadea | atanst Kelengkapan Waktu Output -
terkait
1 [Kadis menugaskan Kabid untuk melaksanakan Bimbingan mental, sosial Disposisi 15 Menit |Disposisi
dan keterampilan -
3 |Kepala Bidang menugaskan kepala seksi untuk menyiapkan pelaksanaan Disposisi 15 Menit |Disposisi
Bimbingan mental, sosial dan keterampilan m
4 |Kepala Seksi membuat surat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan mental, Surat/jadwal bimbingan 30 Menit |Lokasi Bimb,
sosial dan keterampilan kepada Kepala Desa/lLurah dan surat m Narasumber
permohonan narasumber kepada Dinas/Instansi terkait
5 |Petugas mengirim surat ke Desa/Lurah dan ke instansi terkait Surat/jadwal bimbingan 120 menit | Surat
6 |Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait menerima surat dan membalas & Surat/jadwal bimbingan 330 Menit [ Surat .
surat —
7 |Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait membalas surat kesiapan 1 Surat/jadwal bimbingan 1 hari  |Surat Kesiapan B
pelaksanan bimbingan mental, sosial dan keterampilan ke Kepala Dinas pelaksanaan
kegiatan
8 |Kepala Dinas menerima surat dan mendisposisi Kepala Bidang untuk Surat 30 Menit |Surat disposisi
melaksanakan Bimbingan mental, sosial dan keterampilan ‘
9 |Kepala Bidang menugaskan Kepala seksi untuk melaksanakan bimbingan Surat Perintah Tugas 15 Menit |Surat
mental, sosial dan keterampilan *
10 |Kepala seksi Menyiapkan administrasi dan Konsumsi Bimbingan sosial Berkas spj, 180 menit |materi bimbingan,
i Berkas spj
11 [Kepala seksi melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keterampilan Berkas spj, konsumsi 660 Menit |materi,berkas spj

sesuai jadwal




Nomor SOP :|SOP-PD-02
Tanggal :]07 September 2020
Tanggal Revisi 1131 Agustus 2020
Tanggal Efektif |7 September 2020 pe
Disahkan oleh . Kepala Bidang PelayanAn dan Rehsos
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG /
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti,SH
NIP. 196212311983042053
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas e : PDefmbe.r.lan JEAE BRI EaE. Kepaaa Fanyandaoy

Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konveksi

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- Undang-undang No. 8 Tahun 2016Tahun 1998 tentang Penyandang
Disabilitas

- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51/PB/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Asistensi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

PerlindunEan dan Pemenuhan Hak Peniandani Disabilitas

SOP Bantuan

Peringatan
Kalau tidak diadakan seleksi pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan
pemanfaatan bantu tidak maksimal/tidak sesuai dengan kebutuhan nyata

penyandang disabilitas

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang memahami dasar-dasar pekerjaan sosial
- Petugas yang memahami peraturan kesejahteraan Penyandang

Disabilitas
- Petugas yang memahami kebutuhan alat bantu tepat bagi

penyandang Disabilitas

Peralatan/ Perlengkapan

- Komputer/laptop

- Alat komunikasi

- Alat Transfortasi

- Surat Pertintah Tugas

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan

terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat ,




A. Data Kegiatan
1| Judul SOP Pemberian Alat Bantu Fisik kepada Penyandang Disabilitas
2|Jenis Kegiatan Pelayanan
3|Penanggung Jawab
a. Produk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
b. Kegiatan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
4|Scope (Ruang Lingkup) Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
B. Identifikasi Kegiatan
1 {Judul Kegiatan Menerima proposal permohonan bantuan dari Kepala Desa/Lurah
Kepala Desa/Lurah mengirimkan proposal permohonan bantuan penyandang
Disabilitas kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Sosial
2|Langkah Awal
Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk di
3|Langkah Utama rekap
Kepala Dinas menyerahan bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas
4|Langkah Akhir melalui Kepala Desa/Lurah
C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Petugas menerima proposal permohonan bantuan dari Kepala Desa/Lurah

Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan menyerahan hasil verifikasi
kepada Kepala seksi

Langkah Utama

Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk di
rekap

Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Kepala Seksi

Kepala seksi mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya
dikonsultasikan ke Kabid Reh Sos.

Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan
kepada Kepala Dinas

Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Kepala Seksi
untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan

Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal
penyerahan bantuan dan mengirimkannya

Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke
Desa/Lurah

10

Kepala Desa/Lurah menerima surat dan menyanggupi kepada Kepala seksi untuk
memanggil penerima bantuan .

11

Kepala seksi melaporkan kesiapan Kepala Desa menerima bantuan kepada Kepala
bidang

12

Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima bantuan
kepada Kepala Dinas

Langkah Akhir

13

Kepala Dinas menyerahan bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas
melalui Kepala Desa/Lurah




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kepala Petugas Kepala Petugas Kepala Kepala Keteran,
Dess | verifikasi | Seksi Adm | Bidang | Dinas e ] ik Output
1 |Proposal permohonan bantuan dari Kepala Desa/L.urah
- Surat dan buku ekspedisi 15 menit | Tanda terima surat
2 |Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan menyerahan hasil verifikasi
kepada Kepala seksi ‘ Data Pernyandang cacat 15 menit [Daftar penerima bantuan hasil verifikasi
3 |Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk di
rekap *l JDnta Pernyandang cacat 15 menit |Rekapitulasi penerima bantuan
4 |Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Kepala
Scksi Data Pernyandang cacat 30 menit |Rekapitulasi penerima bantuan
5 |Kepala seksi mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya
dikonsultasikan ke Kabid Reh Sos. Jiuklak/juknis 15 menit [Draf calon penerima bantuan
6 |Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima ma bent
bantuan kepada Kepala Dinas Daftar penerima bantuan . : i1 kaii
cpada Kepa bhasil verifikasi 15 menit |Daftar penerima bantuan hasil kajian
7 |Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Kepala )
Seksi untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan i I;ml;Cnlon Penerima 15 menit [Daftar tetap penerima bantuan
antuan
8 |Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal
penyerahan bantuan dan mengirimkannya Konsep surat 30 menit |Surat dan jadwal penyerahan bantuan
9 [Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke ) )
Desa/Lurah kendaraan bermotor, map, 30 menit Daftar penerima bantuan dan jadwal
buku ekspedisi : penyerahan bantuan, surat
10 |Kepala Desa/Lurah menerima surat dan menyanggupi kepada Kepala seksi untuk
mmnggil penerima bantuan . 2 E - surat dan jadwal penyerahan 30 menit lnl'ormasi. kaiapgn Kades/Lurah
bantuan memanggil penerima bantuan
11 |Kepala seksi melaporkan kesiapan Kepala Desa menerima bantuan kepada
Kg:,, bidang o e e jadwal lengkap acara 15 menit jadwal lengkap acara penyerahan
penyerahan bantuan bantuan
12 |Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima
bantuan kepada Kepala Dinas s baaietr, ueg | o menit |Penerimaan bantuan oleh klien
pertemuan, sound sistem
13 |Kepala Dinas menyerahan bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas) Alat bantu fi:
melalui Kepala Desa/Lurah ) ) _ Jkursi roda, t¢
Kendaraan bermotor, ruang 60 menit Penerimaan bantuan oleh klien melalui g etiak alat b
pertemuan, sound sistem " |Kepala Desa / Lurah dengar dll.




Nomor SOP |SOP-RTS-01 i
Tanggal 17 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi 131 AGUSTUS 2020 3
Tanggal Efektif |7 SEPTEMBER 2020 - 3
Disahkan oleh { Kepala Bidang Pelayanap/lan Rehsos

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti,.SH

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG NIP. 196212311983042053

Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Nama SOP :|Penyerahaan Bantuan Kepada Eks Narapidana

Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang'Kesejahteraan Sosial

Keterkaitan SOP
SOP Pengiriman Surat
SOP Bantuan

Kualifikasi Pelaksana
- Petugas yang memahami Eks Narapidana
- Petugas yang memahami aturan masalah Eks Narapidana

Peralatan/ Perlengkapan

- Laptop, komputer

- Perlengkapan ATK

- Lemari Arsip, alat transfortasi
- Sepeda Motor

Apabila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran

Pencatatan & Pendataan
- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyara




NAMA SOP : PENYERAHAN BANTUAN KEPADA EKS NARAPIDANA

PELAKSANA MUTU BAKU 9
No. KEGIATAN Kepala | Petugas |Kepala| Petugas | Kepala |Kepala
Desa | Verifikasi| Seksi | ADM Bidang | Dinas Felnghagen e o"tF
K Kepala Desa mengirim proposal permohonan bantuan Eks Narapidana Berkas proposal dan  |1650 menit Proposalﬁ
kelengkapannya
2 |Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan penyerahan hasil Berkas proposal 330 Menit Proposal f
verifikasi kepada Kepala Seksi Verifikasi
3 |Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk Proposal hasil 330 Menit Draft Popc
direkap i verifikasi
4 |Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Kepala Draft Proposal 330 Menit Rekap prc
seksi
5 |Kepala Seksi mengkaiji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya Rekanan Proposal 90 menit Proposal |
dikonsultasikan ke Kabid rekanan
6 |Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima Pelaporan/Rekap 60 Menit Penerima
bantuan kepada Kepala Dinas penerima bantuan bantuan
7 |Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Kepala Penerima bantuan 30 Menit Penyusuﬁ
seksi untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan yang sudah diterima jadwal
8 |Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat jadwal Draft jadwal 90 Menit Jadwal
penyerahan bantuan dan mengirimkannya ‘ penyusunan jadwal penyerahi
bantuan
9 |Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Jadwal penyerahan 660 Menit Surat jady
Kepala Desa ﬁ bantuan penyerah:
L bantuan
10 |Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Kepala Seksi untuk Surat jadwal 30 Menit Surat Bal;
menerima bantuan penyerahan bantuan
11 |Kepala Seksi melaporkan kesiapan Kepala desa menerima bantuan kepada Surat balasan dari 20 Menit Persiapar
Kepala Dinas Desa bantuan
112 Kepala Dinas menyerahkan bantuan i Persiapan bantuan 990 Menit Bibit tem:
13 Kepala Desa menerima bantuan dan menandatangani BA serah terima Bibit ternak BA dan tz
bantuan terima ba




Nomor SOP JSOP-RTS-02
Tanggal :|7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi :§31 AGUSTUS 2020 i
|Tanggal Efektif :}7 SEPTEMBER 2020 . 3
Disahkan oleh i Kepala Bidang Pelayana Rehsos

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Luh Emi Suesti,SH

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG NIP. 196212311983042053

Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Nama SOP :|Penyerahan Pemberian Bantuan Kepada ODHA N

asar Hukum
Jndang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

)P Pengiriman Surat

Kualifikasi Pelaksana
- Petugas yang memahami ODHA
- Petugas yang memahami Aturan masalah ODHA

Peralatan/ Perlengkapan
- Laptop, komputer

)P Bantuan - Perlengkapan ATK
- Lemari Arsip, alat transfortasi
| - Sepeda Motor
ringatan Pencatatan & Pendataan

abila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran

- Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat




NAMA SOP : PENYERAHAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ODHA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN Kepala | Petugas |Kepala Petugas | Kepala |Kepala
Desa | Verifikasi| Seksi | ADM Bidang | Dinas Kiisngrapn s Outpss
1_|LKS mengirim proposal permohonan bantuan ODHA Berkas proposal dan |1650 menit Proposal
kelengkapannya
2 |Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi data dan penyerahan hasil Berkas proposal 330 Menit Proposal has
verifikasi kepada Kepala Seksi Verifikasi
3 |Kepala Seksi memproses proposal dan menyerahkan kepada petugas untuk Proposal hasil 330 Menit Draft Popo@
direkap verifikasi
4 |Petugas merekap proposal hasil verifikasi dan hasilnya diserahkan ke Draft Proposal 330 Menit Rekap pﬁ
Kepala seksi
5 |Kepala Seksi mengkaji untuk menentukan penerima bantuan dan hasilnya Rekanan Proposal 90 menit Proposal has
dikonsultasikan ke Kabid rekanan
6 |Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil kajian penentuan penerima Pelaporan/Rekap 60 Menit Penerima
bantuan kepada Kepala Dinas penerima bantuan bantuan
7 |Kepala Dinas menetapkan calon penerima bantuan dan menugaskan Penerima bantuan 30 Menit Penyusuﬁ
Kepala seksi untuk menyusun jadwal penyerahan bantuan yang sudah diterima jadwal
"8 |Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat Draft jadwal 90 Menit Jadwal
jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkannya penyusunan jadwal penyerahan
"0 |Petugas membuat surat jadwal penyerahan bantuan dan mengirimkan ke Jadwal penyerahan  |660 Menit Surat jadwa
Kepala Desa bantuan penyerahan
10 |Kepala Desa menerima surat dan menyanggupi kepada Kepala Seksi untuk Surat jadwal 30 Menit Surat Balas
menerima bantuan penyerahan bantuan
11 |Kepala Seksi melaporkan kesiapan Kepala desa menerima bantuan kepada Surat balasan dari 20 Menit Persiapa?
Kepala Dinas Desa bantuan
12 |LKS menyerahkan bantuan Persiapan bantuan 990 Menit Bibit ternak
13 |LKS menerima bantuan dan menandatangani BA serah terima bantuan Bibit ternak BA dan tan
terima bant




p Namor SOP JSOP-RTS-03
Tanggal :|7 SEPTEMBER 2020
Tanggal Revisi :}31 AGUSTUS 2020
Tanggal Efektif :|7 SEPTEMBER 2020
Disahkan oleh 3 Kepala Bidang Pelayanap-ian Rehsos
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG /
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
Luh Emi Suesti,SH
NIP. 196212311983042053 |
Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Nama SOP :|Penanganan Gepeng 4
sar Hukum Kualifikasi Pelaksana
ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial - Petugas yang memahami gepeng

- Petugas yang memahami aturan masalah gepeng

erkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
2 Pengiriman Surat - Laptop, komputer
2 Bantuan - Perlengkapan ATK

- Lemari Arsip, alat transfortasi
- Sepeda Motor

_ Pencatatan & Pendataan
bila SOP tidak dilaksanakan bantuan diberikan tidak akan tepat sasaran - Mempercepat tercapainya target kinerja, memberikan pelayanan terbaik, transparan dan terukur kepada masyarakat




NAMA SOP PENANGANAN GEPENG

PELAKSANA MUTU BAKU
Polres
KEGIATAN Kepala| Petugas | Kepala |Kepala
Perbekel c:,aor: i;t Seksi | ADM Bidang | Dinas Kelengkapan Waktu Output

Dinas Sosial Koordinasi dengan Kepolisian dan Sat Pol PP ._ Jadwal Surat 90 menit Persiapan

Undangan Pelaksanaan
Dinas Sosial Melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan lokasi Yang [180 Menit Jadwal

Di Razia Pelaksanaan

Razia

Dinas Terkait (Polres dan Sat Pol PP ) melaksanakan Razia di Kota Surat Tugas 390 Menit Peserta Gepen
Singaraja
Kepla Seksi Menugaskan Petugas Administrasi Untuk Membuat Surat Daftar Peserta Gepeng |90 Menit Rekap Peserta
Jadwal Razia Gepeng Gepeng
Kepala Bidang menerima dan melaporkan hasil Razia Gepeng kepada Rekap Laporan 30 Menit Rekap Peserta
Kepala Dinas Gepeng
Kepala Dinas Memberikan Pembinaan Terhadap Gepeng Peserta Gepeng 90 Menit Peserta Geperi
Dinas Sosial Melaksanakan : Pemulangan terhadap Gepeng ke Daerah * Daftar Peserta Gepeng|360 Menit Peserta Gepeﬁ
Asal
Perbekel Menerima Hasil Pemulangan Gepeng Surat Hasil Razia 30 Menit N

Gepeng

Kepala Seksi Melaporan Kegiatan Pemulangan Gepeng Ke Daerah
Asal Kepada Kepala Dinas

Berita Acara de¢
tanda terima

Dinas terkait (Polres dan Sat Pol PP ) menyerahkan hasil Razia Ke
Dinas Sosial

Kepala Seksi menugaskan petugas administrasi untuk membuat surat
tentang Berita Acara Penyerahaan Gepeng di Daerah Asal




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Nomor SOP SOP-KEPAHLAWANAN-0O1

Tanggal Pembuatan | 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020

Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

Buleleng,

Nyoman Mayiani Febrianti, S.Sos,M.A.P
Penata Tk.I (I11/d)
NIF. 19830213 200902 2 003

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

NAMA SOP UPACARA BENDERA HARI PAHLAWAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

- PP.Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem
dan Prosedur Pemerintahan.

KETERKAIATAN SOP PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP upacara hari-hari besar Nasional seperti Hari Pahlawan dan Napak Tilas, Hari Bhuana 1 Komputer dan Kelengkapannya
Kerta, HKSN 2 Hasil Observasi dan Pendataan
3 Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat satu minggu sebelum
pelaksanaan kegiatan

- Terselenggaranya upacara hari-hari besar Nasional seperti Hari Pahlawan
dan Napak Tilas, Hari Bhuana Kerta, HKSN




PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL MONUMEN / TUGU PERJUANGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Pemohon Mutu Buku
No. Aktifitas Keterangan
Kepala Dinas Kabid Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output
Kabid mengusulkan kasi ._
1 |menyelenggarakan rapat persiapan Persiapan rapat | 15 Menit | Persiapan rapat
untuk upacara
Kasi dan staf mempersiapkan surat Persiapan surat .. | Persiapan surat
2 15 Menit
undangan untuk rapat peserta undangan rapat undangan rapat
Kasi dan staf mempersiapkan rapat Melakukan : Melakukan
3 . 15 Menit .
upacara bendera persiapan rapat persiapan rapat
Kasi dan staf melakukan undangan Melakukan Melakukan
4 |rapat peserta untuk persiapan ) undangan 15 Menit undangan
upacara bendera Tidak persiapan rapat persiapan rapat
Kasi beseng staf mengundang Mengundang ' Mengundang
5 |peserta hadir dalam upacara ) < 15 Menit
Tidak peserta peserta
bendera i
Kasi beserta staf melakukan P Pengecekkan , Pengecekkan
6 . < . 15 Menit .
pengecekkan lokasi upacara lokasi lokasi
- SOP upacara hari-hari besat
Kasi beserta staf melaporkan hasil ; . . |Nasional seperti Hari
d upacara bendera EALEREERTN. oty RAVIERS) TR Pahlawan dan Napak Tilas,
Hari Bhuana Kerta, HKSN




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Nomor SOP SOP-KEPAHLAWANAN-02

Tanggal Pembuatan | 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi 31 AGUSTUS 2020

Tanggal Efektif 7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pennngmanj

Fakir Miskin

Dinas Sosial Kab uleleng,

NIP. ¥9830213 200902 2 003

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

NAMA SOP TATAP MUKA KELUARGA VETERAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA i

- UU. Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem
dan Prosedur Pemerintahan.

KETERKAIATAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN J

- SOP pemberian Paket Bingkisan

1 Komputer dan Kelengkapannya
2 Hasil Observasi dan Pendataan
3 Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN j

- Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat satu minggu sebelum
pelaksanaan kegiatan

- Terlaksananya penyerahan bingkisan bagi Veteran yang diserahkan
langsung oleh Bapak Bupati Buleleng




PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL MONUMEN / TUGU PERJUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Pemohon Mutu Buku
No. Aktifitas Keterangan
Kepala Dinas Kabid Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output
1 |Kasi meminta data dari LVRI Data dari LVRI | 5 Menit Data dari LVRI
Petugas Merekapitulasi data
2 |veteran yang menerima paket Data Penerima | 15 Menit | Data penerima
bingkisan
Petugas Rekapitulasi membuat . ! . .
3 |data veteran yang menerima paket R Epnas) 15 Menit i i
ke Data Veteran veteran
bingkisan
Ka. Sie KMP menerima data Data yang Data yang
4 |veteran yang mendapat paket mendapatkan | 15 Menit mendapatkan
bingkisan paket bingkisan paket bingkisan p
Ka.Bid. Banjamsos menerima dan Menerima dan Menerima dan
5 |memaraf data veteran yang akan memaraf 5 Menit memaraf
menerima paket bingkisan bingkisan bingkisan veteran g
Kadinsos menandatangani Berita Berita acara Berita acara serah
6 |Acara Serah Terima Barang paket serah terima 5 Menit | terima bingkisan
bingkisan bingkisan veteran
Petugas mengeluarkan paket Barang paket
7 |bingkisan kepada vetran yang akan bingkisan 156 Menit Pgnygrahan S ] b i b i ©
: bingkisan veteran |Veteran
menerima veteran




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Nomor SOP

SOP-KEPAHLAWANAN-03

—_——

Tanggal Pembuatan

7 SEPTEMBER 2020

—_—

Tanggal Revisi

31 AGUSTUS 2020

-

Tanggal Efektif

7 SEPTEMBER 2020

Disahkan Oleh

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan;
Fakir Miskin

Dinas Sosial Kabypaten Buleleng,

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830213 200902 2 003 =

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

NAMA SOP

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)
DAN MONUMEN / TUGU PERJUANGAN

—_—

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA i«

- PP.Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Sistem
dan Prosedur Pemerintahan.

KETERKAIATAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- SOP Rehabilitasi Tugu Makam Pahlawan dan Monumen Perjuangan

1 Komputer dan Kelengkapannya
2 Hasil Observasi dan Pendataan
3 Panduan Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Dinas Sosial

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN o

- Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat satu minggu sebelum
pelaksanaan kegiatan

- Meningkatnya fungsi TMP Curastana dan Monumen Tugu Perjuangan




PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL MONUMEN / TUGU PERJUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Pemohon Mutu Buku
No. Aktifitas Keterangan
Kepala Dinas Kabid Kasi Staf Kelengkapan Waktu Qutput -
1 |Kasi Mensurvei lokasi dilapangan - Survei Data 5 Menit Data
2 Menda.ta e e Data kerusakan | 15 Menit | Datakerusakan
perlu direhab
Kasi TMP merekapitulasi membuat Rakapitulasi Data| 15 Menit Rekapitulasi data

data TMP yang periu di rehab

4 Kasi TMP menerima data Data yang periu 15 Menit Data yang periu
kerusakan atau yang perlu dihab direhab direhab
Kasi menerima dan memaraf data Menerima can : Menerima dan
5 TMP yang perlu direhab memarafyang | 5 Menit memaraf
periu direhab
Kabid Pemberdayaan Sosial dan .
6 Penanganan Fakir Miskin Berita acara 5 Menit Berita acara serah
tandatangani Berita Acara Serah serah terima terima
Terima data yang direhab -
Kadis Sosial menyetujui apa yang . SOP Pemabharaan Tatey
7 Rehab TMP 15 Menit Rehab TMP  |Makam Pahlawan (TMP) dat

perlu direhab

Monumen / Tugu Perjuangal




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP : SOP Pemsos 1

Tanggal Pembuatan : 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi ~31 AGUSTUS 2020 E

Tanggal Efektif "7 GEPTEMBER 2020 §

Disahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaasn Sosial
dan Penang ir Miskin

Nym. Marjéni Febrianti,S.S0s. MAP
NIP,A9830213 200902 2 003

L Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

L4
Rekomendasi surat tanda Pendaftaran Yayasany

fa 20F Rekomendasi ijin Operasional Panti Asuhan/LK

—_—

Dasar Hukum
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin

4. Keputusan Menteri Sosial Rl No.84/ HUK/1997 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi
Keluarga Fakir Miskin .
5. Keputusan Menteri Sosial Rl No. 132/HUK/2009 Tentang

Rencana strategis penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014

SOP Pelaksanaan pelayanan

Keterangan:

Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan
menurunnya kualitas data sehingga tidak akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan di bidang kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pelaksana
1. Mahir mengoperasikan komputer
2. Memahami juklak

3. Memahami syarat permohonan rekomendasi

4. format rekomendasi

1. Format Rekomendasi dan administrasi Permohonan

2. Aplikasi Program komputer
3.Lemari arsip

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolon
ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




PELAKSANA ~MUTU BAKU 1
PETUGAS Kasi Kabid. N
NO KEGIATAN KETERANC
PEMOHON Pemsos,Perorangan | pemperdayaan | KADIS SOSIAL | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
VERIFikas) | 920 Kelembagaan | o) o e |
1|Kabid menugaskan Kasi untuk memeriksa kelengkapan Disposisi 15 menit Berkas Sudah diterima|Kasi mengecek svarat]
permohonan Rekomendasi Surat tanda daftar Yayasan/ LKS oleh kasi berkas permohonan r
dan Rekomendasi ljin Operasional Panti Asuhan/LKSA Jika syarat sudah ben
Rekomendasi dilanjut
apabila beleum sesua
permohonan ditolak)
2 |Kasi membuat konsep untuk Rekomendasi Surat tanda daftar Disposisi 15 menit Konsep diberikan Disposisi ‘
Yayasan/ LKS dan Rekomendasi ljin Operasional Panti kepada staf
Asuhan/LKSA Tidak ‘
3 |Staf mengetik Rekomendasi Surat tanda daftar Yayasan/ LKS Komputer 15 menit Surat sudah diketik|diserahkan kepada ka
dan Rekomendasi ljin Operasional Panti Asuhan/LKSA Ya dan diprint out kembali
4 |Apabila Rekomendasi Surat tanda daftar Yayasan/ LKS dan Disposisi 15 menit Rekomendasi sudah di|Rekomendasi diserah
Rekomendasi ljin Operasional Panti Asuhan/LKSA sudah benar paraf kasi kabid
maka kasi akan Memparaf rekomendasi tersebut Tidak
5 |Kabid Mengecek dan memberi paraf Rekomendasi Surat Disposisi staf |5 menit Rekomendasi Sudah|Rekomendasi diserah
tanda daftar Yayasan/ LKS dan Rekomendasi ljin Operasional di paraf Staf
Panti Asuhan/LKSA sudah benar maka kasi akan Memparaf
rekomendasi tersebut
6 |Kabid menyerahkan rekomendasi Surat tanda daftar Instruksi 20 menit Rekomendasi Sudah|Rekomendasi di
Yayasan/ LKS dan Rekomendasi ljin Operasional Panti di Tanda tangani oleh|Bidang melalui Sekpri
Asuhan/LKSA kepada staf untuk dicarikan tanda tangan Kepala Dinas
Kepala Dinas melalui Sekpri =
7 |Sekpri menyerahkan rekomendasi Surat tanda daftar Instruksi 5 menit Rekomendasi Rekomendasidan di fi
Yayasan/ LKS dan Rekomendasi ljin Operasional Panti diterima oleh staf Stempel Dinas Asli/bz
Asuhan/LKSA kepada staf yang menangani
8 |Staf menyerahkan rekomendasi Surat tanda daftar Yayasan/ Surat 5 Menit Rekomendasi Kasi Mengecek kemb
LKS dan Rekomendasi ljin Operasional Panti Asuhan/LKSA Rekomendasi diterima oleh Kasi kelengkapan Surat Re
Kepada Kasi mulai dari stempel dz
9 |Kasi Menghubungi Pemohon rekomendasi Surat tanda daftar Surat 10 Menit Fotokopy Rekomendasi Asli
Yayasan/ LKS dan Rekomendasi ljin Operasional Panti Rekomendasi Rekomendasi Pemohon
Asuhan/LKSA disimpan oleh staf
sebagai arsip




Nomor SOP : SOP Pemsos 2

Tanggal Pembuatan : 7 SEPTEMBER 2020 |
Tanggal Revisi :31 AGUSTUS 2020 -
Tanggal Efektif -7 SEPTEMBER 2020 1
Disahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaasn Sosial |

Miskin

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial iafi Febrianti,S.Sos. MAP

Nama SOP Pengesahan Lembaga (Karang Taruna)
Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 77 HUK 2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna

1. Mahir mengoperasikan komputer

2. Memahami juklak
3. Memahami syarat pengesahan lembaga

Peralatan/ Perlengkapan

1. Stempel Pengesahan dan administrasi permohonan pengesahan lembaga
2. Aplikasi Program komputer

3.Lemari arsip

OP Pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan

{eterangan:

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Jila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan (Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom ¢
nenurunnya kualitas data sehingga tidak akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

.ebijakan di bidang kesejahteraan sosial




PELAKSANA MUTU BAKU
PETUGAS Kasi Kabid.
NO KEGIATAN KETERAN
PEMOHON Pemsos,Perorangan | . 1 erdayaan | KADIS SOSIAL | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
dan Kelembagaan
VERIFIKASI Masvarakat Sosial dan FM ]
1|Kabid menugaskan Kasi untuk memeriksa kelengkapan Berkas dan Cek | 15 menit Kelengkapan Berkas |Kasi mengecek kefn,
permohonan Pengesahan lembaga (Karang Taruna) list pengesahan dengan cek list
2 |Kasi memberikan berkas yang sudah lengkap kepada staf Disposisi 15 menit lembar disposisi Disposisi ke
untuk dimasukkan agenda di bagian umum
3 |staf menerima berkas yang dibawa oleh petugas surat berkas Disposisi |15 menit berkas Disposisi Disposisi k
menyurat dari bagian umum untuk dimasukkan dalam agenda
surat masuk
4 |kabid menyerahkan berkas disposisi kepada kasi untuk Berkas 15 menit Disposisi Disposisi
diberikan stempel pengesahan lembaga ‘_____
Tidak
5 |Kasi menyerahkan berkas pengesahan tersebut kepada staf berkas 5 menit berkas berkas sudah di beri:
untuk di beri stempel pengesahan pengesahan
6 [staf menyerahkan kepada sekpri berkas pengesahan berkas 5 menit berkas Berkas sudah di
yang sudah di stempel untuk ditandatangani kepala _ kepala Dinas
dinas
7 |Kepala Dinas meyerahkan kembali surat yang sudah berkas 5 menit berkas Instruk
ditandatangani tersebut kepada Kabid melalui sekpri
.Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada staf
8 |Staf memberikan stempel Dinas pada berkas pengesahan
yang sudah ditanda tangani oleh kepala Dinas. berkas 10 Menit Borkas pengusshian berkas pengesahan d
pengesahan diarsipkan
9 |kasi menerima berkas pengesahan dan selanjutnya berkas 10 Menit berkas pengesahan beerkas pengesahan‘
menhubungi pemohon untuk diambil berkas pengesahannya pengesahan pemohon




Nomor SOP : SOP Pemsos 3

Tanggal Pembuatan : 7 SEPTEMBER 2020

Tanggal Revisi -31 AGUSTUS 2020 ’
Tanggal Efektif *7 GEPTEMBER 2020 N
Disahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penangan# Miskin

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial Nym. Marigni Febrianti,S.Sos. MAP
NIP.A9830213 200902 2 003
Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Nama SOP Penyuluhan Sosial * J
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 1. Mahir mengoperasikan komputer
). Keputusan Menteri Sosial RI No. 132/HUK/2009 Tentang 2. Memahami juklak
lencana strategis penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014 3. Memahami PMKS dan PSKS
Keterkaitan SOP
OP Pelaksanaan pelayanan Penyuluhan Sosial 1. Data tempat kegiatan
2. Aplikasi Program komputer
3.Data peserta kegiatan
leterangan:
Pencatatan & Pendataan
Jila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan (Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom «
nenurunnya kualitas data sehingga tidak akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

ebijakan di bidang kesejahteraan sosial




PELAKSANA MUTU BAKU
Lokasi Kasi Kabid.
NO KEGIATAN KETERANC
Kadis Pemsos,Perorangan | . i erdayaan | KADIS SOSIAL | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
dan Kelembagaan
Masvarakat Sosial dan FM
1 |Kasi bersurat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas surat 30 menit  |surat terkirim surat diterima di Des:
ke Desa Lokasi kegiatan
2 |Kepala Desa menindaklanjuti surat dari Dinas surat 20 menit |surat balasan surat dilengkapi deng
peserta penyuluhan
3 |Kepala Seksi menerima surat yang berisi data calon peserta Draf 10 menit Draf adm. Dan data
penyuluhan administrasi
perlengkapan
Kepala Seksi memproses administrasi dan data calon peserta Draf 20 menit |administrasi surat mengkonsep surat da
penyuluhan Ya administrasi jadwal kegiatan
4 d
an
perlengkapan
staf mengetik surat yang sudah dikonsep oleh kasi draf konsep surat kasi menerima dan m
5 surat yang diketik staf
5 |Kasi menyampaikan surat tersebut kepada Kabid. Administrasi 5 menit Draf adm. Dan data  |kabid memberi parafl
dan selanjutnya diserahkz
perlengkapan
6 |kasi memerintahkan staf untuk mencari tanda tangan kepala administrasi  di administrasi di terima|surat administrasi sus
dinas melalui sekpri dinas terima sekpri sekpri ruang kepala Dinas
7 |Kepala Dinas menandatangani administrasi dan daftar calon Administrasi Adm dan data surat administrasi dit
peserta penyuluhan . Mengembalikannya kepada kabid ditandatangani di bidang
melalui sekpri selanjutnya diserahkan oleh kabid kepada
Kepala seksi.
8 |Kepala seksi mengirim administrasi/surat dan data calon administrasi/su |60 menit Administrasi/surat surat diterima1
peserta ke lokasi kegiatan rat telah terkirim
9 |[Kepala seksi mengarsipkan administrasi dan data calon Dokumen 5 Menit |surat/  administrasi|SOP Pelaksanaan Per
peserta penyuluhan . administrasi diarsipkan




Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Sosial

Nomor SOP : SOP PFM.1

Tanggal Pembuatan : 7 September 2020

Tanggal Revisi : 31 Agustus 2020 |
Tanggal Efektif : 7 September 2020 )
Disahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penangagk iskin

NIP.A9830213 200902 2 003

Penanganan Fakir Miskin

Nama SOP Pengajuan Usulan KUBE dan RTLH Ke Kementrian Sosial

asar Hukum
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Keputusan Menteri Sosial Rl No. 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan
smberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin

eterkaitan SOP
OP Pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan

eterangan:

eringatan

la SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang
rikutnya dan menurunnya kualitas data sehingga tidak akan menurunkan kualitas
lam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir mengoperasikan komputer
2. Memahami juklak
3. Memahami aturan pengelolaan keuangan

1. Format isian usulan dan administrasi kegiatan
2. Aplikasi Program komputer
3.Lemari arsip

Pencatatan & Pendataan

(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah |
tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)




NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Desa

VERIFIKASI
—

PETUGAS

Pemberdayaan

Kasi

Fakir Miskin

Petugas Adm

Kabid.
Pemberdayaan
Sosial

KADIS SOSIAL

KELENGKAPAN

WAKTU

QUTPUT

KETERANGAN

Kepala Desa menyerahkan f’roposal Usulan
KUBE dan RTLH sesuai persyaratan yang, telah
ditentukan

o

Komputer

330 menit

Surat Rekomendasi

Pengetikan Surat

Petugas Vemasi, memverifikas dan mempalidasi
proposal usulan KUBE dan RTLH sesuai dengan Data
BNBA.

Disposisi

33 menit

Surat Rekomendasi

Disposisi Staf

Kasi Penanganan Fakir Miskin menerima proposal
yang sudah diverifikasi dan membuat konsep surat
permohonan rekomendasi dan menugaskan petugas
administrasi untuk mengetik.

Disposisi

33 menit

Disposisi

Disposisi staf

Petugas administrasi mengetik konsep surat
permohonan rekomendasi dan disampaikan kepada
Kasi Penanganan Fakir Miskin untuk dikoreksi

Disposisi

15 menit

Disposisi

Disposisi kasi

Kasi penangan Fakir Miskin mengoreksi surat
permohonan rekomendasi yang sudah dikoreksi dan
menyampaikanya kepada Kabid Pemberdayaan Sosial
dan PFM

Kabid Pemberdayaan Sosial dan PFM
Mengoreksi kembali Surat permohonan
rekomendasi dan menyerahkannya kepada
Kepala Dinas untuk ditandatangani

Disposisi

Instruksi

5 menit

Disposisi

Disposisi kabid

5 menit

Instruksi

Rekomendasi telah ditanda tan
dan disyahkan

Kepala Dinas menerima dan menandatangani surat
permohonan rekomendasi dan menyerahkan kembali
ke Kabid Pemberdayaan Sosial dan PFM

Instruksi

5 menit

Surat  diterima
pemohon

oleh

Instruksi

Kabib Pemberdayaan Sosial dan PFM meneruskan
surat rekomendasi kepada Kasi Penangan Fakir Miskin
untuk diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Bali.

Surat
Rekomendasi

10 Menit

Surat Rekomendasi

Rekomendasi telah ditanda tangani d
disyahkan

Kasi Penanganan Fakir Miskin Meneruskan Surat
Permohonan Rekomendasi Proposal usulan KUBE dan
RTLH ke Dinas Sosial Provinsi Bali.

Dinsos Provinsi
Bali

2880 Menit

Surat Rekomendasi

Rekomendasi telah ditanda tangani d
disyahkan

10

11

Dinas sosial Provinsi menerbitkan Surat Permohonan
Rekomendasi dan mengirimkan kembali Surat
Permohonan Rekomendasi Ke Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng.

Dinsos Kabupaten
Buleleng

2880 Menit

Surat Rekomendasi

Rekomendasi telah ditanda tangani d
disyahkan

Kasi Penanganan Fakir Miskin mengirimkan berkas
usulan KUBE dan RTLH beserta Surat Rekomendasi Ke
Kemensos RI.

Kemetrian Sosial
RI

2880 Menit

Surat Rekomendasi

Rekomendasi telah ditanda tangani d
disyahkan




Nama SOP SOP-MT-02
Tanggal Pembuatan 7 September 2020
Tanggal Revisi 31 Agustus 2020
Tanggal Efektif 7 September 2020
Disahkan Oleh Kepala UPTD Monumen dan_'[@u Perjuangan
Ketut SH
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG NIP. 19650514 198902 1 004
DINAS SOSIAL
UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN NAMA SOP Pengelolaan Surat
Dasar Hukum Kulifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah di - Memiliki Kamampuan Pengelolaan data dan surat masuk dan Surat Keluar
Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng - Memiliki Kemampuan Teknis Pengarsipan Dokumen

2. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

3. Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 Tentang Tata Kearsipan Departemen
Dalam Negeri

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penataan Lingkungan dan Keamanan Monumen 1. Computer, ATK
SOP peminjaman Tempat 2. Buku Agenda
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 3. Map Ordner
Keterangan SOP NO 1 Adalah SOP Makro. SOP NO 2 dan NO 3 Adalah SOP yang | 4. Lemari Arsip

Berhubungan.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi tidak akan berjalan dengan Surat permohonan dan disposisi kadis,arsip

baik




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KET
Aktivitas Kasubag Tata] Kepala Kepala
Staf Administrasi Usstia UPTD Dinas Kelengkapan Waktu Output
SOP
Membuat Konsep surat dan disampaikan kepada | _ K " 10 " R siiiat
staf untuk diketik *] onsep sura menit |Konsep sura ura
‘ keluar
v
Mohon koreksi konsep surat untuk diparaf dan Stieat 10 menit lsurat
ditanda tangan Tida
|
Ya
Pengiri t 1d alamat
Fmgmman S g e Surat 5 menit |Surat sudah dikirim
dituju
mengarsipkan surat dengan kode dan klarifikasi : . n Syl
surat Arsip 5 Menit |surat diarsipkan




Nama SOP SOP-MT-01
Tanggal Pembuatan 7 September 2020
Tanggal Revisi 31 Agustus 2020
Tanggal Efektif 7 September 2020
Disahkan Oleh Kepala UPTD M Tugu Perjuangan
}(/
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Ketut Sugata, SH
DINAS SOSIAL NIP. 19650514 198902 1 004
UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN NAMA SOP Pemeliharaan Monumen dan Tugu Perjuangan
Dasar Hukum Kulifikasi Pelaksanaan
1. Menpan Nomor 63 Tahun 2003, Pedoman Umum Penyelenggaraan - Memiliki kemampuan Melakukan Kegiatan Kebersihan, Pertamanan
Pelayanan Publik - Memiliki kemampuan menjaga keamanan lingkungan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

3. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penataan Lingkungan dan Keamanan Monumen 1. Alat-alat Kebersihan : sapu, ember, mesin pemotong rumput, serok,cangkul,sabit.
SOP peminjaman Tempat 2. lampu

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Keterangan SOP NO 1 Adalah SOP Makro. SOP NO 2 dan NO 3 Adalah SOP

ang Berhubungan.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka monumen dan tugu perjuangan akan Jumlah pegawai yang ada di masing — masing monument dan tugu perjuangan
terbengkalai Jumlah peralatan kebersihan di masing masing monument dan tugu perjuangan




SOP PEMELIHARAAN MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU KETI
No. Aktivitas
Tenaga kerja Kasubag TU K::::)a Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. |Membagi tugas kepada tenaga kerja - - - Data Pegawai 30 menit Absensi
Mengumpulkan tenaga kerja
5 10 Menit )
2 Data Pegawai Absensi
)
|
memberikan tugas untuk mengadakan pembersihan,
. menata kebun, pemotongan rumput, pemeliharaan i s LA W Kebersihan
. |hewan. ata Pegawai ni . —
Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala UPTD :
: . Kebersihan
4, Data Pegawai 5 menit
Monumen
Kepala UPTD melaporkan hasil pekerjaan kepada . Kebersihan
5. p ; P peKer) P - Data Pegawai 15 menit
Kepala Dinas. Monumen




Nama SOP SOP-MT-03
Tanggal Pembuatan 7 September 2020
Tanggal Revisi 31 Agustus 2020
Tanggal Efektif 7 September 2020
Disahkan Oleh Kepala UPTD Monumen %I' ugu Perjuangan
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Ketut Sugata, SH '
DINAS SOSIAL NIP. 19650514 198902 1 004
UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN NAMA SOP Peminjaman Tempat
Dasar Hukum Kulifikasi Pelaksanaan
1. Menpan Nomor 63 Tahun 2003, Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik - Memahami Teknis Peminjaman Tempat
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah di - Memiliki kemampuan mengelola tempat

Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

3. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

4. Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 Tentang Tata Kearsipan Departemen
Dalam Negeri

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penataan Lingkungan dan Keamanan Monumen 1. Computer, ATK
SOP peminjaman Tempat 2. Buku Agenda
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 3. Map Ordner
Keterangan SOP NO 1 Adalah SOP Makro. SOP NO 2 dan NO 3 Adalah SOP 4. Lemari Arsip
yang Berhubungan.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka peminjaman tempat bisa tumpang Surat permohonan dan disposisi kadis,arsip

tindih




SOP PENGELOLAAN PEMINJAMAN TEMPAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Lingkungannya

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
M Sy Staf Administrasi Kasubag TU Kepala UPTD Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Permohonan Konfirmasi Tempat Ke UPTD Mengenai . Surat
1 e Surat Permohonan| 15 menit
Tanggl Dan Waktu Peminjaman Permohonan
5 Pegawai UPTD Menerima Permohonan Untuk Detn Poamrni | 25 Meate Surat
) Menentukan Waktu Dan Tempat Yang Akan Di Pakai. ,ﬁ & Permohonan
Apabila Waktu Dan Tempat Sudah Di Tentukan Maka ‘L
3 Pegawai UPTD Menyarankan Kepda Pemohon Untuk P b Surat
Bersurat Ke Dinas Sosial Yang Di Tujukan Kepada N — s ‘ o Permohonan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, ‘
Dinas Sosial Akan Mendisposisi Surat Yang Masuk Disosisi
4. Mengenai Peminjaman Tempat Kepada UPTD — 4— Data Pegawai 3 Hari KZ dis
Monumen/Tugu Perjuangan
: o S Surat
UPTD Menindaklanjuti Surat Peminjaman tempat Yang e
5. Sudah Disposisi Oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Data Pegawai | 20 menit dan Disposisi
Buleleng Kadis
6 Pegawai UPTD Menulis Tanggal Dan Waktu Peminjaman Dt Pecsai —— Penulisan
al W .
Tempat Di Papan Pengumuman / Agenda ga Jadwal Kegiatan
J ban At
UPTD Memberikan Jawaban Atas Persetujuan Peminjaman . e
7 Tempat Kevuds Patshca Data Pegawai 15 Surat
P Permohonan
Tempat Digunakan Oleh Pemohon Dengan Ketentuan Menjaga Pendaiinaan
8 Kebersihan, Ketertiban Dan Keamanan UPTD Serta Data Pegawai T:rgnpa +

Disk D _ tri yudha 2018_SOP UPTD TYS Th 2019 (REVISI) -_Sop tr yudha




